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Afdhal Hidayat (B11111312), Tinjauan Hukum Internasional 
Terhadap pengaturan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Sebagai 
Perwujudan Kedaulatan Teritorial, dibimbing oleh Prof. Dr. Juajir 
Sumardi, S.H.,M.H. dan Dr. Marthen Napang, S.H.,M.H.  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
hakikat pengaturan tentang ADIZ, dan pengaturannya yang dibenarkan 
menurut Hukum Udara Internasional. Penelitian ini dilakukan dengan teknik 
penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara lansung dengan orang-orang yang berkompeten. Seluruh data 
yang diperoleh dianalisa secara kualitatif untuk kemudian menyajikan 
hasilnya secara deskriptif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut 1). Hakikat 
pengaturan ADIZ didasarkan atas beberapa hal, yaitu Teori Penguasaan 
Cooper mengenai kedaulatan negara atas ruang udaranya, Teori ADIZ 
sebagai wilayah untuk melakukan identifikasi terhadap ancaman dari luar, 
dan Asas bela Diri sesuai pasal 31 Piagam PBB, serta kesamaan konsep 
dengan Zona Tambahan dalam rezim Hukum Laut. 2) Pengaturan ADIZ 
oleh setiap negara bersifat preventif sehingga dalam penerapannya sejalan 
dengan ketentuan atau perjanjian internasional seperti dalam Konvensi 
Chicago 1944 yang melarang tindakan agresif negara dalam menghadapi 
pelanggaran terhadap wilayah udara suatu negara.  
Pasal 1 Kovensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara 
mempunyai Kedaulatan yang utuh dan penuh terhadap ruang udara di atas 
wilayahnya. Namun, kedaulatan negara tidak lagi bersifat mutlak, akan 
tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara 
lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian 
dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (Relative 
Sovereignty of State). Dalam konteks hukum internasional, negara yang 
berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum 
internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain 
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A. Latar Belakang 
Istilah kedaulatan untuk pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin 
(1530-1596), dalam bukunya “six Livres de republique”.1 Secara etimologis 
kedaulatan berasal dari bahasa Arab, Daulat yang bearti kekuasaan atau 
dinasti pemerintahan. Selain itu dari bahasa Latin yakni, Supremus yang 
artinya tertinggi. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu 
negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. 
Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu 
pemerintahan yang memiliki kendali penuh dalam urusan negerinya sendiri 
dalam suatu wilayah atau batas teritorial geografisnya, dan dalam konteks 
tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki 
yurisdiksi hukum sendiri. 
Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu 
negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai 
kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan 
hukum internasional.2 Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak 
atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati 
kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah 
                                                          
1 Romi Librayanto, 2010, Ilmu Negara: Suatu Pengantar, Makassar: Pustaka Refleksi, 
hlm. 158. 
2 Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Bandung: Alumni, hlm. 24. 
 
 
yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif 
(Relative Sovereignty of State). Kedaulatan negara merupakan karakteristik 
negara yang secara politik merdeka dari negara lainnya, baik secara de jure 
maupun de facto. Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek, 
aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala 
sesuatu yang ada atau yang terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Dan 
yang kedua adalah, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk 
mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun 
mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara 
itu sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.3 
Lebih lanjut, berkaitan dengan arti dan makna kedaulatan, Jean 
Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus 
dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang 
dinamakan negara.4 Ia juga mengatakan bahwa kedaulatan adalah 
kekuasaan satu-satunya yang memiliki sifat-sifat: 
1. Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain; 
2. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat 
membatasi kekuasaannya; 
3. Bersifat abadi atau kekal; 
4. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi 
saja; 
                                                          
3 I Wayan Parthina, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Penerbit Mandar 
Maju, hlm. 345. 
4 Fred Isjwara, 1996, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Binacipta, hlm. 9. 
 
 
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau diserahkan kepada pihak lain. 
Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa kedaulatan 
merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, di mana negara tersebut 
berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya 
kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar 
wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.5 
Berkenaan dengan hal tersebut, kedaulatan tidak dipandang sebagai 
sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah 
tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum internasional 
maupun kedaulatan dari sesama negara lainnya. Dengan demikian suatu 
negara yang berdaulat tetap saja tunduk pada hukum internasional serta 
tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa pada 
masa kini kedaulatan negara merupakan sisa dari kekuasaan yang dimiliki 
dalam batas-batas yang ditetapkan melalui hukum internasional. 
Unsur wilayah disini tidak terbatas pada wilayah daratan saja, 
melainkan juga termasuk dalam wilayah laut dan udara. Ada negara di 
dunia yang tidak memiliki wilayah laut, namun tidak satupun negara yang 
tidak memiliki ruang udara. Dalam hukum Romawi, ada suatu adagium 
yang menyebutkan, bahwa “Cojus est solum, ejus est usque ad cuelum”, 
artinya: barang siapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga 
                                                          
5 Mochtar Kusumaatmadja, 2010, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum, 
Jakarta: Bina Cipta, hlm. 7. 
 
 
memiliki segala-galanya yang berada diatas permukaan tanah tersebut 
sampai ke langit dan segala apa yang ada di dalam tanah. Menurut dalil 
tersebut, apabila suatu negara memiliki tanah, maka dengan sendirinya 
negara itu akan memiliki ruang udara di atasnya.6 
Selanjutnya mengenai kepemilikan ruang udara ini, sekitar tahun 
1913 muncul dua teori, yaitu The Air Freedom Theory dan The Air 
Sovereignty Theory. Teori pertama menyatakan, bahwa udara karena sifat 
yang dimilikinya, ia menjadi bebas (by its nature is free). Teori yang pertama 
ini dapat dikelompokan menjadi: 
1. Kebebasan ruang udara tanpa batas; 
2. Kedaulatan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus negara 
kolong; dan 
3. Kebebasan ruang udara, tetapi diadakan semacam wilayah teritorial 
di daerah dimana hak-hak tertentu negara kolong dapat 
dilaksanakan. 
Sedangkan teori kedua merupakan kebalikan dari teori pertama, 
yang menyatakan, bahwa udara itu tidak bebas, sehingga negara berdaulat 
terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya. Teori ini dapat 
dikelompokan menjadi: 
                                                          
6https://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-negara-di-ruang-
udara-kaitannya-dengan-hak-lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-dan-perjanjian-
lain-yang-mengaturnya/, diakses pada 2 Januari 2015 pukul 20:00 WITA 
 
 
1. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap satu ketinggian 
tertentu di ruang udara; 
2. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai 
bagi navigasi pesawat -pesawat udara asing; dan 
3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas. 
Dalam perkembangannya, teori pertama sudah tidak diikuti lagi. 
Yang dianut adalah teori kedua mengenai kedaulatan udara. Hal ini 
pertama kali ditegaskan dalam Konvensi Paris 1919 tentang Navigasi 
Udara.7 Yaitu setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh 
(complete and exclusive sovereignity) atas ruang udara atas wilayah 
kedaulatannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Konvensi Paris 
1919 yang berbunyi: “The contracting States recognize that every State has 
complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”. 
Pasal 1 Konvensi Paris tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam 
ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944.8 
Dari ketentuan pasal tersebut, memberikan pandangan bahwa 
perwujudan dari kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di atas 
wilayah teritorial, adalah :  
1) Setiap negara berhak mengelola dan mengendalikan secara penuh dan 
utuh atas ruang udara nasionalnya;  
                                                          
7 (Convention relating to the Regulation of Aerial navigation, October 13, 1919) 




2) Tidak satupun kegiatan atau usaha di ruang udara nasional tanpa 
mendapatkan izin terlebih dahulu atau sebagaimana telah diatur dalam 
suatu perjanjian udara antara negara dengan negara lain baik secara 
bilateral maupun multilateral. 
Guna mewujudkan kedaulatan atas ruang udara wilayah suatu negara, 
sebagai bentuk pertahanan/bela diri (Self Defence) dan pengawasan 
terhadap kondisi keamanan di wilayah udaranya dari berbagai bentuk 
ancaman, banyak negara menerapkan suatu jalur tambahan yang dikenal 
dengan Zona Identifikasi Pertahanan udara (Air defence Identification Zone 
- ADIZ).9 ADIZ ini merupakan zona identifkasi yang mewajibkan pesawat 
sipil maupun militer untuk melaporkan rencana penerbangannya (flight 
Plan) sebelum memasuki wilayah suatu negara. Pada dasarnya, penerapan 
ADIZ suatu negara tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan suatu 
negara atas laut bebas yang tercakup dalam ADIZ negara tersebut. ADIZ 
dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan 
identifikasi pesawat udara yang diperkirakan akan memasuki wilayah udara 
suatu negara.  
ADIZ pertama kali diterapkan oleh  Amerika segera setelah berakhirnya 
perang dunia ke-II diikuti oleh Kanada dengan konsep Canadian Air 
Defence Identification Zone (CADIZ).10 Amerika Serikat dalam ADIZ 
                                                          
9 H.K. Martono dan Amad Sudiro, 2012, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik, 
Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 67. 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Air_Defense_Identification_Zone, diakses pada 2 Januari 
2015 pukul 20:25 WITA 
 
 
menyatakan bahwa setiap pesawat udara yang terbang ke Amerika Serikat 
, dalam jarak 200 mil laut sebelum wilayah Amerika Serikat harus 
menunjukkan jati diri (identification). Mengenai tindakan sepihak oleh 
Amerika Serikat dan kanada berbagai penulis berpendapat bahwa tindakan 
tersebut tidak berdasar dan merupakan pelanggaran terhadap hukum 
internasional,11 sedangkan penulis lain berpendapat bahwa tindakan 
sepihak Amerika Serikat dan Kanada tersebut merupakan “precedent” 
berdasarkan teori dan perlindungan yang sejalan dengan konsep zona 
tambahan (Contiguous Zone)12 dalam ketentuan hukum laut internasional 
yaitu Pasal 33 Ayat 1 UNCLOS 1982.  
Walaupun tindakan sepihak oleh Amerika Serikat dan Kanada tersebut 
masih dipertanyakan legalitasnya, kedua negara tersebut tetap 
mempertahankan jalur tambahan di ruang udara tersebut meskipun tidak 
berdaulat secara penuh dan utuh di jalur tambahan tersebut. Mengenai 
wilayah udara di Amerika Serikat juga diatur dalam Section  101 Federal 
Aviation Act of 1958. Menurut Section 101 Federal Aviation Act of 1958 
tersebut wilayah udara Amerika Aerikat terdiri atas beberapa negara, district 
columbia dan beberapa wilayah di bawah otoritas Amerika Serikat termasuk 
laut teritorial beserta ruang udara di atasnya.  
                                                          
11 Shawcross and Beumont, 1977: hal. 182. 
12 Menurut J.G. Starke, zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan 
dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, 
tetapi dalam zona tersebut negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan 
tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, 
fiskal, pajak dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil atau tidak melebihi 
24 mil dari garis pangkal. 
 
 
Selain Amerika Serikat dan Kanada, saat ini penerapan ADIZ Diikuti 
beberapa negara antara lain: India, Jepang, Pakistan, Norwegia, Inggris, 
RRC, Korea Selatan, bahkan Indonesia sekalipun diketahui telah 
menerapkan ADIZ di atas wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pada dasarnya, 
zona ADIZ mencakup wilayah tak terbantahkan atas kedaulatan suatu 
negara dan tidak tumpang tindih. Karena umumnya ditetapkan secara 
unilateral, terjadi beragam model penerapan pada aplikasinya. Misalnya 
Amerika Serikat tidak pernah mengakui hak negara pesisir untuk 
menerapkan prosedur ADIZ bagi pesawat asing untuk memasuki wilayah 
udara nasional.13 
Dikarenakan belum adanya ketentuan dalam hukum internasional serta 
tidak adanya lembaga resmi yang mengatur secara spesifik mengenai 
ADIZ, maka penerapannya yang secara unilateral oleh suatu negara telah 
menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa negara seperti Jepang14 
menetapkan ”extended ADIZ zone” yang telah melampaui wilayah udara 
Taiwan. Dan yang terbaru adalah kasus Deklarasi ADIZ atas Laut Cina 
Timur oleh Cina pada 23 November 2013 lalu, yang mencakup area 
Diaoyutai/Senkaku yang statusnya sampai saat ini masih dipersengketakan 
antara Pemerintah Cina dan Jepang. Akibat kebijakan pemerintah Cina 
                                                          
13 Connie Rahakundini Bakrie: Jalinan ADIZ dan Keamanan Kawasan, Koran Sindo, Edisi 
08 Maret 2014. 
14http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2010/06/26/2003476438, diakses pada 
3 Januari 2015 pukul 20:30 WITA 
 
 
tersebut, hubungan kedua negara kembali memanas yang bahkan 
melibatkan Amerika Serikat sebagai sekutu Jepang.15 
Penerapan ADIZ oleh Cina tersebut telah menimbulkan dinamika baru 
dalam Hukum Udara Internasional. Kebijakan ADIZ yang dijadikan sebagai 
bentuk legitimasi atas suatu wilayah yang masih disengketakan telah 
bertentangan dengan prinsip pertahanan/bela diri (self defence). Hal inilah 
yang kemudian menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 
legalitas penerapan ADIZ sebagai perwujudan kedaulatan teritorial negara. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah hakikat pengaturan Air defence Identification Zone  
dalam Hukum Udara Internasional ? 
2. Bagaimanakah Pengaturan  Air defence Identification Zone  yang 
dibenarkan dalam Hukum Udara Internasional ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui hakikat pengaturan tentang Air defence 
Identification Zone  berdasarkan ketentuan Hukum Udara 
Internasional. 
b. Untuk mengetahui pengaturan atau mekanisme Air defence 
Identification Zone  yagn dibenarkan berdasarkan Hukum Udara 
Internasional. 
                                                          




2. Manfaat Penelitian 
a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 
pemerintah terkait regulasi ADIZ yang tepat. 
b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dalam bidang 
Hukum Udara Internasional khususnya terkait kedaulatan wilayah 
udara. 
c. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat 



















A. Ketentuan Hukum Udara Internasional 
1. Aspek Sejarah Hukum Udara 
I.H.Ph. Diederiks-Vershoor,16 dalam karyanya berjudul :”Similarities with 
and Differences Between Air and Space Law”: Primarily in the Field of 
Private International Law, (Indonesianya: Persamaan dan Perbedaan 
Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa: Khusus dalam Bidang 
Hukum Perdata Internasional), menerangkan bahwa Konferensi 
Internasional Hukum Udara yang pertama diselenggarakan pada tahun 
1910 setelah sejumlah balon udara milik Jerman melintasi wilayah udara di 
atas negara Perancis, yang mana hal ini dianggap oleh pihak Perancis 
sebagai suatu ancaman terhadap keamanannya. Balon-balon tersebut 
adalah “kendaraan‟ (vehicle) milik negara, yang digunakan dalam 
serangkaian operasi riset. Konferensi itu diselenggarakan di Paris, dihadiri 
oleh 19 negara peserta. Segera setelah selesainya Perang Dunia I, 
perusahaan penerbangan pertama memulai operasi penerbangan 
berjadwal (scheduled) antara London dan Paris pada tahun 1919. Sembilan 
tahun setelah Konferensi pertama tersebut di atas dibentuk Konvensi 
Paris.17 Perjanjian tersebut berlandaskan adagium Romawi: cuius est 
                                                          
16 I.H.Ph.Diederiks-Verschoor, Similarities with and Differences Between Air and Space 
Law: Primarily in the Field of Private International Law, Martinus Publisher Ltd., 3rd.ed., 
2009, dalam Syahmin AK, dkk, 2012, Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Palembang: 
Unsri Press, hal. 12. 
17 Convention Relating To The Regulation Of Aerial Navigation, Paris, (13 Oktober 1919) 
 
 
solum, eius usque ad coelum et ad inferos.18 Secara praktis, adagium itu 
berarti bahwa negara melaksanakan hak-haknya sampai pada suatu 
ketinggian di mana ia masih memiliki kontrol efektif terhadap ruang 
udaranya. Pada saat itu memang belum ada kebutuhan mendesak untuk 
menyepakati suatu definisi yang lebih jelas. Tujuan utama perjanjian itu 
adalah untuk menegakkan kedaulatan negara terhadap ruang udara di atas 
wilayahnya (perlu diingat bahwa Perang Dunia I baru berakhir) dan untuk 
membentuk ketentuan-ketentuan bagi penggunaan ruang udara.  
Pesawat udara (yang pada awalnya hanya dimiliki negara dan hanya 
dipakai untuk tujuan-tujuan kemiliteran saja) segera menjadi suatu sarana 
perhubungan komersial yang umum, yang seringkali dimiliki oleh 
perusahaan-perusahaan swasta. Sejalan dengann perkembangan ini, 
dibentuklah Convention on the Unification of Certain Rules Relating to 
International Carriage by Air. Konvensi ini kemudian lebih dikenal dengan 
sebutan Konvensi “Warsawa”, ditandatangani pada tahun 1929, dan masih 
tetap disebut pada tiket-tiket perusahaan penerbangan. Konvensi Warsawa 
ini beberapa tahun kemudian diikuti penciptaan beberapa konvensi 
Internasional lain, yaitu:19 Konvensi The Hague 1955, Konvensi 
Guadalajara 1961, Protocol Guatemala 1971, Konvensi Montreal 1971, 
Konvensi Roma 1933, Konvensi Brussels 1938, Konvensi Chacago 1944, 
                                                          
18 E. Suherman, 2008, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Bandung: PT. Alumni, Edisi 
Baru, 2008, hlm. 30. 
19 I.H. Ph. Diederiks-Verschoor., Op.cit., hlm. 19. 
 
 
Konvensi Jenewa 1948, Konvensi Roma 1952, Protocol Montreal 1978, 
Konvensi Tokyo 1963, dan Konvensi The Hague 1970.  
2. Defenisi Hukum Udara (Air Law) 
Belum ada kesepakatan yang baku secara internasional mengenai 
pengertian  hukum udara (air law). Mereka kadang-kadang menggunakan 
istilah hukum udara (air law) atau hukum penerbangan (aviation law) atau 
hukum navigasi udara (air navigation law.) atau hukum transportasi udara 
(air tranportation law) atau hukum penerbangan (aerial law) atau hukum 
aeronautika (aeronautical law) atau udara-aeronautika (air-aeronautical 
law) saling bergantian tanpa dibedakan satu terhadap yang lain. Istilah-
istilah aviation law, navigation law, air transportation law, aerial law, 
aeronautical law, atau airaeronautical law, pengertiannya lebih sempit 
dibandingkan dengan pengertian air law. Kadang-kadang digunakan istilah 
aeronautical law terutama dan bahasa Romawi. Dalam bukunya Nicolas 
Matteesco Matte menggunakan istilah Air- Aeronautical Law, sedangkan 
dalam praktik pada umumnya menggunakan istilah air law, tetapi dalam hal-
hal tertentu menggunakan aviation law. Pengertian air law lebih luas sebab 
meliputi berbagai aspek hukum konstitusi, administrasi, perdata, dagang, 
komersial, pidana, publik, pengangkatan, manajemen dan lain-lain. 
Verschoor memberi definisi hukum udara (air law) sebagai hukum dan 
regulasi yang mengatur penggunaan ruang udara yang bermanfaat bagi 
 
 
penerbangan, kepentingan umum, dan bangsa-bangsa di dunia.20 Ada 
beberapa pengertian hukum udara yang dikemukakan para ahli, yaitu:21 
a. Menurut Vershoor “Air Law is a body of rules governing the use of 
airspace and its benefitfor aviation, the general public and the 
nations of the world” yang dapat diartikan bahwa hukum udara 
adalah hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan ruang 
udara yang bermanfaat bagi penerbangan, kepentingan umum, dan 
bangsa-bangsa di dunia. 
b. Menurut Nicholas de. B. Katzenbach menyatakan bahwa hukum 
udara internasional ialah sekumpulan peraturan-peraturan yang 
disusun tidak hanya oleh satu negara atau lebih, yang dapat 
disimpulkan bahwa hukum udara internasional adalah hasil dari 
perkembagan baru di bidang hukum yang berlaku dan diterapkan 
kepada problem-problem di bidang keruangudaraan dan 
penerbangan. 
c. Menurut Shawcross-Beaumont menyatakan bahwa hukum udara 
internasional itu dapat  dijelaskan sebagai “sekumpulan peraturan-
peraturan yang mempunyai efek di antara negara dalam soal 
penerbangan”. 
d. Menurut Goedhuis menyatakan bahwa hukum udara itu mengatur 
suatu situasi khusus dari peri kehidupan kemanusiaan dengan 
                                                          
20 K. Martono, 2007, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, Bagian Pertama 
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 2. 
21 Priyatna Abdurrasyid, 1972, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Jakarta: Pusat 
Penelitian Hukum Angkasa, hlm. 25-26. 
 
 
adanya rangkaian peraturan-peraturan yang berusaha menertibkan 
segala kejadian di ruang udara serta mengatur cara-cara 
memanfaatkan ruang udara sebagai objek kepentingan 
penerbangan. 
e. Menurut Seara Vazques hukum udara merupakan hukum yang 
mengenai navigasi udara. 
f. Menurut Priyantna Abdurrasyid, defenisi dari hukum udara 
adalah: Segala macam undang-undang, peraturan-peraturan dan 
kebiasaan mengenai penerbangan serta segala hak dan kewajiban 
manusia sebagai pelaksanaannya yang disusun mendasarkan 
kepada perjanjian, kebiasaaan dan hukum yang berlaku diantara 
negara dalam soal penerbangan. Dalam konteks ini Priyatna 
Abdurrasyid berpendapat hendaknya untuk tidak membedakan 
pembagian hukum udara baik secara nasional maupun 
internasional karena hukum udara secara tidak langsung bersifat 
nasional, publik, maupun perdata.22 
3. Sumber Hukum Udara Internasional 
Sumber hukum udara (air law sources) dapat bersumber pada hukum 
internasional maupun hukum nasional. Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) 
Piagam Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum 
internasional dibagi atas:23  
                                                          
22 Ibid., hal. 26. 
23 Boer Mauna, Op. Cit., hlm. 7 
 
 
a. Perjanjian Internasional (International Convention) 
Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum udara 
yang dapat dibagi atas perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian 
bilateral adalah perjanjian yang hanya melibatkan kedua negara, 
sedangkan perjanjian multilateral melibatkan lebih dari dua negara. Adapun 
contoh dari perjanjian bilateral dalam hukum udara adalah Bilateral Air 
Transport Agreement, dimana indonesia sendiri telah mengadakan 
perjanjian angkutan udara internasional timbal balik tidak kurang dari 6724 
negara yang dapat digunakan sebagai sumber hukum udara nasional dan 
internasional. Sedangkan sebagai contoh perjanjian multilateral dalam 
hukum udara adalah : Convention On International Civil Aviation 1944, Paris 
Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation 1919, Warsawa 
Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International 
Carriage by Air 1929, Convention of Offences and Certain Other Act 
Committee on Board Aircraft Signed at Tokyo 14 September 1963, Montreal 
Convention for the Unificationof Certain Rules for International carriage by 
Air 1971. 
 
                                                          
24 Pada saat ini Indonesia telah mempunyai tidak kurang dari 67 perjanjian transportasi 
udara internasional antara lain dengan Austria, Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, 
Belanda, Bahrain, Iran, Belgia, Brunie Darussalam, Bulgaria, Czekoslovakia, Denmark, 
Hongaria, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Korea Selatan, Libanon, 
Malaysia,Thailand, Myanmar, Norwegia, Selandia Baru, Prancis, Pakistan, Papua New 
Guenia,Filipina, Polandia, RRC, Rumania, Swiss, Singapura, Spanyol, Swedia, Sri Langka, 
Taiwan, Yordania, Bangladesh, Turki, UEA, Slovakia, Rusia, Vietnam, Mauritius, 




 Konvensi Paris 1919 
Konvensi Paris 1919 yang berjudul Convention  Relating to the 
Regulation of Aerial Navigation yang ditandatangani pada 13 Oktober 1919 
tersebut terdiri atas dua bagian, masing-masing naskah utama (the main 
part) dan naskah tambahan. Naskah utama masing-masing mengatur 
kedaulatan atas wilayah udara, lintas damai (innocent passage), zona 
larangan terbang (prohibited area), pendaftaran dan kebangsaan pesawat 
udara (nationality and registration mark), sertifikat pendaftaran dan 
kebangsaan pesawat udara dan radio penerbangan, izin penerbangan, 
keberangkatan dan kedatangan  pesawat udara, larangan pengangkutan 
bahan berbahaya, klasifikasi pesawat udara (aircraft classification), komisi 
navigasi penerbangan dan ketentuan penutup, serta naskah tambahan 
yang terdiri atas 8 annexes. 
Pasal 1 Konvensi Paris 1919 mengakui bahwa setiap negara memiliki 
kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya. Konsekuensinya 
adalah negara diberi hak untuk mengatur maskapai penerbangan yang 
beroperasi di wilayah udara mereka.25 Pasal ini sebenarnya telah terbentuk 
berdasarkan hukum kebiasaan internasional yang terjadi sejak inggris 
melakukan tindakan sepihak dalam The Aerial Navigation Act of 1911 yang 
diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya sampai berakhirnya perang 
dunia pertama 1918. The Aerial Navigation Act of 1911 berisikan bahwa 
                                                          
25 Pasal 1 Konvensi Paris 1919: “The High Contracting Parties recognise that every Power 
has complete and exclusive sovereignty the air space above its territory”. 
 
 
Inggris mempunyai kedaulatan penuh dan utuh atas ruang udara di atas 
wilayahnya (complete and exclusive sovereignty). Berdasarkan hal tersebut 
inggris mempunyai hak secara mutlak mengawasi semua bentuk 
penerbangan pesawat udara sipil maupun pesawat udara militer. 
Tindakan Inggris secara sepihak tersebut tidak dibantah bahkan diikuti 
oleh negara-negara di Eropa lainnya seperti Prancis, Jerman, Austria-
Hongaria, Rusia dan Belanda. Prancis pada 21 November 1911 
mengeluarkan Keputusan Presiden yang melarang semua pesawat udara 
asing baik sipil maupun militer melintasi wilayahnya tanpa memperoleh izin 
terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Pencantuman prinsip 
kedaulatan atas wilayah udara di atas daratan dan perairan tersebut sesuai 
dengan penugasan Komisi navigasi Penerbangan Internasional yang 
diarahkan memasukkan prinsip kedaulatan negara di atas daratan maupun 
perairan dan yurisdiksi di atas wilayah udaranya. 
      Ratifikasi Konvensi Paris berjalan sangat lambat karena ada beberapa 
ketentuan yang tidak atau kurang disetujui oleh negara peserta konferensi, 
antara lain ketentuan yang menyangkut hak lintas seperti yang terdapat 
pada Pasal 5 Konvensi Paris 1919: “no contracting State shall, except by a 
special and temporary authorization, permit the flight above its territory of 
an aircraft which does not possess the nationality of a contracting State.” 
Pasal ini hendak menegaskan bahwa ada pembatasan terhadap masalah 
lintas. Pembatasan tersebut mempunyai hubungan dengan kriteria 
keanggotaan suatu negara terhadap konvensi. Jadi, negara yang menjadi 
 
 
anggota Konvensi mempunyai wewenang membatasi penerbangan 
pesawat udara negara lain yang bukan anggota Konvensi, melalui wilayah 
udara negara anggota Konvensi.26 
      Selanjutnya hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan 
Pasal 2 Konvensi Paris 1919 yang menyatakan: 
“Each contracting State undertakes in time of peace to accord freedom 
of innocent passage above its territory to the aircraft of the other 
contracting States, provided that the conditions laid down in the 
present Convention are observed. Regulations made by a contracting 
State as to the admission over its territory of the aircraft of the other 
contracting States shall be applied without distinction of nationality.” 
Ketentuan Pasal 2 ini mengandung arti bahwa masalah lintas diberikan 
kepada pesawat udara komersial dan non-komersial, tetapi dalam batas 
pesawat udara negara anggota Konvensi saja. Dengan demikian, pesawat 
udara negara anggota Konvensi berhak melintasi wilayah udara negara 
anggota Konvensi yang lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin pemerintah 
negara yang disebut terakhir.27 
 Konvensi Chicago 1944  
Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, yang merupakan penegasan dari 
Konvensi Paris 1919, menyatakan: “The Contracting State recognized that 
every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace 
above its territory”. Pasal ini mengatur tentang kedaulatan yang dimiliki oleh 
negara peserta Konvensi di ruang udara di atas wilayahnya. Walaupun 
konsep kedaulatan bukan merupakan prinsip ekonomi, karena lebih tepat 
                                                          
26 Frans Likada, 1987, Masalah Lintas di Ruang Udara, Bandung: Binacipta, hlm. 8. 
27 Ibid., hlm. 9. 
 
 
disebut konsep politik, namun demikian, dari Pasal 1 Konvensi ini dapat 
ditarik suatu konsekuensi ekonomi yang penting, bahwa setiap negara 
memiliki hak untuk menutup ruang udara di atas wilayahnya dari usaha 
komersial yang dilakukan oleh negara asing. 
      Dengan cara ini suatu negara dapat melakukan monopoli angkutan 
udara untuk ke dan dari wilayahnya. Oleh karena itu, demi menjamin 
terciptanya ketertiban lalu lintas penerbangan sipil internasional diperlukan 
kesediaan negara-negara untuk membuat perjanjian internasional baik 
bilateral, regional, plurilateral maupun multilateral mengenai hak-hak 
komersial. Pasal 5 Konvensi menyatakan: 
“Each contracting State agrees that all aircraft of the other contracting 
States, being aircraft not engaged in scheduled international air 
services shall have the right, subject to the observance of the terms of 
this Convention, to make flights into or in transit non-stop across its 
territory and to make stops for non-traffic purposes without the 
necessity of obtaining prior permission, and subject to the right of the 
State flown over to require landing. Each contracting State 
nevertheless reserves the right, for reasons of safety of flight, to 
require aircraft desiring to proceed over regions which are inaccessible 
or without adequate air navigation facilities to follow prescribed routes, 
or to obtain special permission for such flights. Such aircraft, if 
engaged in the carriage of passengers, cargo, or mail for remuneration 
or hire on other than scheduled international air services, shall also, 
subject to the provisions of Article 7, have the privilege of taking on or 
discharging passengers, cargo, or mail, subject to the right of any 
State where such embarkation or discharge takes place to impose 
such regulations, conditions or limitations as it may consider 
desirable”. 
Pasal 5 menyatakan bahwa penerbangan non-schedule yang melintasi 
batas wilayah negara, baik penerbangan yang bersifat non-trafic maupun 
penerbangan traffic yaitu mengangkut dan menurunkan barang atau surat, 
harus mendapatkan izin dari negara kolong dan selama penerbangan 
 
 
diharuskan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan negara kolong. 
Pasal ini erat kaitannya dengan pertukaran hak-hak komersial untuk 
penerbangan non-schedule internasional. Sedangkan Pasal 6 Konvensi 
mengatur tentang penerbangan terjadwal internasional yang berbunyi: “No 
scheduled international air service may be operated over or into the territory 
of a contracting State, except with the special permission or other 
authorization of that State, and in accordance with the terms of such 
permission or authorization”. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa 
penerbangan sipil yang melayani pengangkutan terjadwal internasional 
(schedule international) hanya dapat beroperasi apabila sebelumnya telah 
diberikan izin berupa suatu “permission” atau pemberian hak lainnya oleh 
negara yang melintasi rute penerbangannya. Dengan perkataan lain, 
pengoperasian angkutan udara terjadwal internasional memerlukan adanya 
perjanjian antar negara, baik secara bilateral maupun secara multilateral. 
Adapun 6 (enam) dokumen hasil Konferensi Chicago, yaitu : 
1. The Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention 
1944). 
2. International Air Services Transit Agreement (IASTA). 
3. International Air Transport Agreement (IATA). 
4. Draft of 12 Tehnical Annexes (Annex 1 – 12). 
5. Standard form of Bilateral Agreement (Chicago Form Agreement). 
6. The Provisional International Civil Aviation Organization (PICAO).  
 
 
Sembilan puluh enam pasal dari konvensi ini menetapkan hak-hak 
khusus dan kewajiban-kewajiban bagi semua negara-negara peserta. 
Konvensi Chicago 1944 yang ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 
Desember 1944 dengan anggota berjumlah 152 negara termasuk 
Indonesia, dinilai mengandung kelemahan. Salah satu kelemahannya 
adalah adanya pertentangan kepentingan antara penegakan kedaulatan 
negara secara maksimal dengan kekerasan senjata yang berlawanan 
dengan kepentingan melindungi keselamatan jiwa manusia di dunia 
penerbangan sipil. Sehingga pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal telah 
ditandatangani protokol yang merubah Konvensi Chicago (Amandement to 
Chicago Convention 1944) dengan memasukkan pasal 3 Bis, mengenai: 
1. Kewajiban hukum untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat 
udara sipil (kemanusiaan). 
2. Negara berhak memerintahkan pesawat udara sipil pelanggar untuk 
mendarat dibandar udara yang ditentukan. 
3. Negara diminta menggunakan prosedur pencegatan (Interception) 
terhadap pesawat udara sipil. 
4. Setiap pesawat udara sipil harus mematuhi instruksi yang diberikan 
oleh pesawat udara negara yang melakukan pencegatan. 
5. Setiap negara harus menetapkan dalam perundang-undangan 
nasionalnya ketentuan hukum yang berat bagi para pelaku dan operator 




      Dalam melakukan penyergapan harus diperhatikan tata cara 
sebagaimana diatur dalam Attachment dari Annex 2 Rules of the Air. Untuk 
menjamin adanya tingkat keselamatan yang optimal bagi penerbangan 
maka negara melalui ICAO menetapkan standard dan recommended 
practices untuk bisa diikuti oleh setiap negara dalam menyelenggarakan 
pengendalian ruang udara di atas wilayah kedaulatannya. Bila terdapat 
negara yang dalam menentukan pengendalian ruang udara di atas wilayah 
kedaulatannya berlainan dari standar yang ditetapkan ICAO, maka negara 
tersebut wajib memberitahukan perbedaannya tersebut kepada ICAO 
sehingga bisa diketahui oleh negara-negara lain. Daftar negara-negara 
yang mempunyai perbedaan pengaturan dari standar ICAO beserta isi 
perbedaannya dicantumkan dalam suplemen annex yang bersangkutan. 
Sedang bagi penerbangan di atas wilayah yang tidak termasuk kedaulatan 
suatu negara (laut lepas), ICAO menetapkan aturan ketentuan pengaturan 
penggunaan ruang udara (annexes) yang direkomendasikan untuk diikuti 
oleh semua negara. 
b. Hukum Kebiasaan Internasional (International Customary Law) 
      Menurut Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional, hukum 
kebiasaan internasional juga merupakan salah satu sumber hukum 
internasional. Di dalam hukum udara internasional juga dikenal adanya 
hukum udara kebiasaan internasional. Namun demikian, peran hukum 
kebiasaan internasional tersebut semakin berkurang dengan adanya 
konvensi internasional, mengingat hukum kebiasaan internasional kurang 
 
 
menjamin adanya kepastian hukum. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang 
menyatakan bahwa: “The high contracting parties recognize that every 
power has complete and exclusive sovereignity over the air space above it 
territory” merupakan salah satu hukum kebiasaan internasional dalam 
hukum udara internasional. Namun demikian, pasal tersebut diakomodasi 
di dalam Konvensi Havana 1928 dan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944. 
Dalam perkembangan teknologi, tindakan suatu negara dapat merupakan 
hukum kebiasaan internasional tanpa adanya kurun waktu tertentu. Hal ini 
telah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menetapkan Air Defence 
Identification Zone (ADIZ). Tindakan Amerika Serikat tersebut diikuti oleh 
Kanada dengan menentukan Canadian Air Defence Identification Zone 
(CADIZ) yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Di dalam hukum 
laut internasional juga dikenal adanya hukum kebiasaan sebagai salah satu 
sumber hukum. 
c. Prinsip-Prinsip Hukum (General Principle of Law) 
      Selain hukum kebiasaan internasional dan konvensi internasional 
sebagaimana dijelaskan di atas, asas-asas umum hukum (general principle 
or law recognized  by civilized nations) juga dapat digunakan sebagai 
sumber hukum udara. Salah satu ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 
38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional adalah “general principle or 
law recognized  by civilized nations” sebagai asas-asas yang telah diterima 
 
 
oleh masyarakat dunia dewasa ini, baik hukum udara perdata maupun 
hukum udara publik. Asas-asas tersebut yaitu:28 
1) Prinsip Bonafide, itikad baik atau good faith, artinya segala perjanjian 
harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
2) Pacta Sunt Servanda, artinya apa yang diperjanjikan dalam 
perjanjian harus dipatuhi, ditaati karena perjanjian merupakan 
undang-undang bagi yang membuat. 
3) Abus de droit atau misbruik van recht, maksudnya suatu hak tidak 
boleh disalahgunakan. 
4) Equality Rights, maksudnya kesederajatan yang diakui oleh negara-
negara di dunia. 
5) Tidak boleh saling intervensi kecuali atas persetujuan yang 
bersangkutan. 
Asas-asas hukum yang tersebut diatas sebagian besar berasal dari 
romawi yang diterima sebagai kaidah hukum oleh masyarakat dunia pada 
umumnya dan merupakan dasar lembaga-lembaga hukum dari negara 
maju (Civilized nations). Asas-asas tersebut bersifat universal yang berarti 
juga berlaku terhadap hukum udara perdata internasional maupun hukum 
udara publik internasional. 
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d. Sumber Hukum Tambahan29  
1) Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di 
dunia 
Berlainan dengan sumber hukum utama (primer) yang telah dibahas 
diatas, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan 
sumber subsidier atau sumber tambahan. Artinya, keputusan pengadilan 
dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya 
kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan 
atas sumber primer. 
2) Keputusan badan perlengkapan (organs) organisasi dan lembaga 
internasional. 
Pertumbuhan lembaga dan organisasi internasional dalam 50 tahun 
belakangan ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik 
dari badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari lembaga atau 
organisasi internasional itu yang tidak dapat diabaikan dalam suatu 
pembahasan tentang sumber hukum internasional, walaupun mungkin 
keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum 
internasional dalam arti yang sesungguhnya. 
Keputusan badan tersebut di atas sedikit-dikitnya dalam lingkungan 
terbatas yaitu di lingkungan lembaga atau organisasi internasional itu 
sendiri, melahirkan berbagai kaidah yang mengatur pergaulan antara 
                                                          




anggota-anggotanya. Dalam hal lain keputusan itu mempunyai kekuatan 
mengikat yang meliputi beberapa negara, sedangkan ada  juga keputusan 
jenis lain yang mempunyai pengaruh jauh lebih besar dari semestinya. 
4. Prinsip-Prinsip Hukum Udara Internasional 
Prinsip-prinsip hukum udara internasional terkandung ataupun tertuang 
dalam Konvensi-konvensi Hukum udara Internasional yang dari waktu ke 
waktu berkembang. Konvensi-konvensi tersebut muncul dari konferensi 
Internasional yang dilakukan negara-negara didunia yang menganggap 
perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang ruang udara (space). 
Adapun prinsip-prinsip hukum udara internasional adalah sebagai berikut : 
a. Prinsip Kedaulatan Wilayah Udara.  
Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi 
(supreme authority) bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti 
seluas-luasnya baik kedalam maupun keluar, namun demikian tetap harus 
memerhatikan hukum internasional serta sopan santun dalam pergaulan 
internasional lainnya. Sebagai negara berdaulat dapat menentukan bentuk 
negara, bentuk pemerintahan, organisasi kekuasaan ke dalam maupun ke 
luar, mengatur hubungan dengan warga negaranya, mengatur penggunaan 
public domain, membuat undang-undang dasar beserta peraturan 
pelaksanaanya, mengatur politik luar negeri maupun dalam negeri, negara 
di luar negeri maupun dalam negeri, termasuk warga negara asing yang 
ada di wilayahnya, walaupun tidak mempunyai kewarganegaraan 
(stateless), mengatur wilayah darat, laut, maupun udara untuk kepentingan 
 
 
pertahanan, keamanan, keselamatan penerbangan maupun kegiatan sosial 
lainnya. Menurut Konvensi Montevedeo Tahun 1933,30 negara berdaulat 
memenuhi unsur-unsur penduduk tetap, pemerintahan yang diakui oleh 
rakyat, dapat mengadakan hubungan internaional, mempunyai wilayah 
darat, laut, maupun udara, walaupun persyaratan wilayah tidak merupakan 
persyaratan mutlak untuk negara berdaulat.31 
Negara berdaulat melaksanakan prinsip yuridiksi teritorial (territorial 
jurisdiction principle) disamping prinsip-prinsip yuridiksi lainnya. Sampai 
saat ini belum ada konvensi internasional yang secara khusus mengatur 
wilayah suatu negara yang meliputi wilayah darat, laut maupun udara, 
namun demikian bukan berarti bahwa wilayah suatu negara tidak diatur, 
sebab dapat ditemukan diberbagai konvensi internasional yang memuat 
pengaturan wilayah kedaulatan di udara seperti Konvensi Paris 1919, 
Konvensi Chicago 1994, Konvensi Hanava 1928, Konvensi Jenewa 1958, 
Konvensi PBB 1982 (UNCLOS), Konvensi Wina 1961 dan lain-lain. 
Contohnya dalam Konvensi Paris 1919 mengatur tentang kedaulatan suatu 
negara terhadap wilayah udaranya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1, yang 
merupakan pasal utama yang berbunyi “Para pengagung anggota konvensi 
mengakui bahwa setiap penguasa mempunyai kedaulatan yang penuh dan 
utuh atas ruang udara di atas wilayahnya. Pasal ini sebenarnya telah 
terbentuk berdasarkan hukum kebiasaan internasional yang terjadi sejak 
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Inggris melakukan tindakan sepihak (unilateral action) dalam The Aerial 
Navigation Act of 1911 yang diikuti oleh negara-negara di Eropa lainnya 
sampai berakhirnya perang dunia pertama 1918. The Aerial Navigation Act 
of 1911 berisikan bahwa Inggris mempunyai kedaulatan penuh dan utuh 
atas ruang udara diatas wilayahnya (Complete and exclusive sovereignty). 
Berdasarkan tersebut Inggris mempunyai hak se The Aerial Navigation Act 
of 1911 cara mutlak mengawasi semua bentuk penerbangan pesawat udara 
sipil maupun pesawat udara militer. 
b. Prinsip Yurisdiksi Ruang Udara.  
Yuridiksi ruang udara diatur dalam Bab II Pasal 3 dan 4 Konvensi Tokyo 
1963. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Tokyo 1963 yang mempunyai 
yuridiksi terhadap tindak pidana pelanggaran maupun pidana kejahatan di 
dalam pesawat udara adalah negara pendaftar pesawat udara.32 
Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata bahwa Konvensi Tokyo 1963 telah 
sepakat adanya unifikasi yuridiksi. Menurut konvensi tersebut disepakati 
yang mempunyai yuridiksi terhadap tindak pidana pelanggaran maupun 
kejahatan dalam pesawat udara adalah negara pendaftar pesawat udara. 
Unifikasi demikian sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya conflict 
of jurisdiction, karena transportasi udara mempunyai karakteristik 
internasional yang tidak mengenal batas kedaulatan suatu negara, sekali 
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terbang dapat melewati berbagai negara, sementara itu di dalam pesawat 
udara dapat menimbulkan persaingan yuridiksi (conflict of jurisdiction).  
Sebagai ilustrasi adanya persaingan yuridiksi dalam transportasi udara 
dapat digambarkan penerbangan Garuda Indonesia di atas Swiss, dalam 
pesawat udara tersebut terjadi perkelahian antara penumpang warga 
negara Swedia dengan penumpang warga negara Norwegia. Penumpang 
warga negara Swedia membunuh penumpang warga negara Norwegia, 
sementara pesawat udara Garuda Indonesia tetap terbang di atas Swiss, 
Prancis, Spanyol, dan mendarat di Lisboa, Portugal. Dalam peristiwa 
perkelahian antara penumpang warga negara Norwegia tersebut 
menimbulkan conflict of jurisdiction yaitu Indonesia menuntut yuridiksi 
berdasarkan territorial jurisdiction principle, Swedia menuntut yuridiksi 
berdasarkan active national jurisdiction principle, Norwegia menuntut 
yuridiksi berdasarkan passive national jurisdiction principle, sedangkan 
Swiss, Prancis, Spanyol, dan Portugal menuntut berdasarkan territorial 
jurisdiction principle. Dari kasus tindak pidana dalam pesawat udara tersebut 
terdapat tujuh negara yang menuntut yuridiksi. Berdasarkan ketentuan yang 
diatur dalam Konvensi Tokyo 1963 yang mempunyai yuridiksi terhadap 
tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan di dalam pesawat udara 
tersebut adalah Indonesia sebagai negara pendaftaran pesawat udara. 
Sebenarnya yang paling berhak mempunyai yuridiksi terhadap tindak pidana 
perkelahian tersebut adalah Swiss, Prancis, dan Spanyol berdasarkan 
territorial jurisdiction principle, tetapi sangat sulit untuk mengetahui dengan 
 
 
tepat dimana perkelahian tersebut terjadi, sebab pesawat udara terbang 
terus-menerus tanpa memerhatikan kedaulatan suatu negara. 
c. Prinsip Tanggung Jawab 
Dalam Hukum Udara terdapat beberapa sistem dan prinsip mengenai 
tanggung jawab, yaitu sistem warsawa, system Roma dan system 
Guatemala.33 Sistem Warsawa mempergunakan prinsip “presumption of 
liability” dan prinsip pada “limitation of liability” untuk kerugian pada 
penumpang, barang dan bagasi tercatat, sedangkan untuk kerugian pada 
bagasi tangan di pergunakan prinsip “presumption of non-liability” dan 
prinsip “limitation of liability”.  Prinsip-prinsip ini dipergunakan pula dalam 
ordonansi pengangkutan udara. Sistem Roma mempergunakan prinsip 
“absolute liability” dan prinsip “limitation of liability”, sedangkan dalam sistem 
Guatemala dipergunakan prinsip ‘Absolute liability” dan prinsip “limitation of 
liability” untuk kerugian yang ditimbulkan pada penumpang dan bagasinya, 
tanpa membedakan antara bagasi tercatat dan bagasi tangan, bagi barang 
dipergunakan prinsip “presumption of liability” dan prinsip “Limitation of 
liability”, sedangkan untuk kerugian karena keterlambatan dipergunakan 
prinsip prinsip- prinsip yang sama dengan untuk barang. Pada liability 
Convention tahun 1972 dipergunakan prinsip “absolute liability” apabila 
kerugian ditimbulkan di permukaan bumi dan prinsip “Liability based on fault” 
                                                          
33 K. Martono, 1987, Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa, Bandung: 
Alumni, hal. 67. 
 
 
apabila kerugian di timbulkan benda angkasa atau orang didalamnya, yang 
diluncurkan oleh suatu negara lain. 
Prinsip-prinsip tanggung jawab yang dipergunakan dalam hukum udara 
adalah: 
1) Prinsip “presumption of liability” yang dipergunakan dalam 
konvensi Warsawa tahun 1929, protocol the hague tahun 1955 
dan Ordonansi pengangkutan udara untuk penumpang, bagasi 
tercatat dan barang, dan protocol Guatemala tahun 1971 untuk 
barang dan kelambatan. 
2) Prinsip “Presumption of non-liability” yang dipergunakan dalam  
Konvensi Warsawa tahun 1929, protocol The Hague tahun 1955 
dan Ordonansi Pengangkut Udara untuk bagasi tangan. 
3) Prinsip “Absolute liability’ yang dipergunakan dalam Konvensi 
Roma tahun 1952 untuk kerugian yang ditimbulkan pada pihak 
ketiga di permukaan bumi. 
4) Prinsip “Absolute liability” yang dipergunakan dalam protocol 
Guatemala tahun 1971 untuk tanggung jawab pengangkut 
terhadap penumpang dan bagasinya. 
5) Prinsip “Absolute liability” yang dipergunakan dalam Liability 
Convention tahun 1972 untuk kerugian yang ditimbulkan oleh 




6) Prinsip “Liability based on fault” yang dipergunakan dalam Liability 
Convention tahun 1972 untuk kerugian yang ditimbulkan oleh 
benda angkasa lain dan orang didalamnya. 
7) Prinsip “limitation of liability” yang dipergunakan dalam Konvensi 
Warsawa tahun 1929, protocol the Hague dan Ordonansi 
pengangkutan untuk penumpang bagasi tercatat dan barang dan 
dalam protocol Guatemala tahun 2971 untuk barang dan 
kelambatan. 
8) Prinsip “Limitation of liability” yang dipergunakan dalam protocol 
Guatemala tahun1971 untuk penumpang dan bagasinya. 
9) Prinsip “Limitation of liability” yang dipergunakan dalam Konvensi 
Roma tahun 1952. 
      Terdapat beberapa prinsip yang pada dasarnya sama, namun ada 
beberapa perbedaan yang prinsipil  yang perlu dikemukakan. Prinsip 
“Absolute liability” dalam konvensi Roma tidak benar- benar mutlak karena 
masih ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya 
bagi operator pesawat udara, yaitu dalam hal kejadian adalah akibat dari 
suatu konflik bersenjata atau huru-hara atau disebabkan oleh kesalahan 
pihak yang menderita kerugian sendiri sedangkan prinsip “Absolute liability” 
dalam Protokol Guatemala masih memberi kesempatan untuk 
membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal kerugian yang 
disebabkan oleh penumpang sendiri. Prinsip “Limitation of liability” dalam 
Konvensi Warsawa dan Ordonansi pengangkutan udara, bersifat tidak 
 
 
mutlak, karena batas tanggung jawab itu masih dapat dilampaui, yaitu 
apabila kerugian ditimbulkan dengan sengaja oleh pengangkut atau karena 
kelalaian berat (gross negligensi), berbeda dengan prinsip “Limitation of 
liability” dalam Konvensi Roma dan Protokol Guatemala yang tidak dapat 
dilampaui karena sebab apapun juga. 
      Masalah tanggung jawab senantiasa aktual, dan akan selalu aktual 
selama ada kemungkinan kecelakaan pesawat udara atau peristiwa-
peristiwa lain yang menimbulkan kerugian pada penumpang atau pihak lain 
dengan siapa pihak pengangkut mempunyai perjanjian angkutan, baik 
untuk angkutan udara internasional maupun dalam negeri, apapun 
sebabnya. Dalam Hukum Udara Internasional masalah tanggung 
jawab  telah lama menjadi perhatian, karena dalam kenyataan Konvensi 
internasional ke-dua yang penting setelah konvensi Paris tahun 1919 yang 
mengatur aspek pengaturan penerbangan Internasional setelah Perang 
Dunia ke-I adalah Konvensi Warsawa tahun 1929 yang mengatur masalah 
tanggung jawab pengangkut dan dokumen, angkutan pada penerbangan 
internasional,dan di susul tahun 1933 oleh Perjanjian Roma yang mengatur 
tanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga 
dipermukaan bumi. Perjanjian Roma tahun 1933 ini kemudian diganti oleh 
Konvensi Roma tahun 1952. 
      Konvensi Warsawa sendiri beberapa kali di ubah dengan beberapa 
protokol, yaitu Protokol The Hague tahun 1955 dan Protokol Guatemala 
tahun 1971 dengan Protokol tambahan Montreal tahun 1975 nomor 1 
 
 
sampai 4. Di samping itu terdapat suatu konvensi tambahan  yaitu Konvensi 
Guadalajara tahun 1961 yang mengatur tanggung jawab pada jenis charter 
tertentu. Konvensi Warsawa sampai sekarang merupakan 
perjanjian  multilateral dalam bidang hukum udara perdata yang paling 
banyak pesertanya dan di perlakukan pula bagi penerbangan dalam negeri 
antara lain di Indonesia, meskipun dengan beberapa perubahan dan 
tambahan, yaitu sebagaimana  diatur dalam Ordonansi Pengangkutan 
Udara. 
B. Air Defence Identification Zone (ADIZ) 
1. Pengertian ADIZ 
      Air Defence Identification Zone (ADIZ) adalah penunjukan ruang udara 
khusus dimensi tertentu di mana semua pesawat udara diharuskan 
mematuhi identifikasi khusus dan / atau prosedur tambahan yang 
berkenaan dengan lalu lintas udara.34 
2. Latar Belakang Penetapan Air Defence Identification Zone 
(ADIZ) 
Setiap Negara akan selalu berupaya melaksanakan pertahanan/bela diri 
(Self Defence) dan pengawasan terhadap kondisi keamanan di wilayah 
udaranya dari berbagai bentuk ancaman. Hal inilah yang melatarbelakangi 
banyak negara didunia termasuk Amerika membuat/menetapkan zona 
petunjuk pertahanan udara atau Air Defense Identification Zone (ADIZ). 
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Kawasan ADIZ tersebut dapat ditetapkan merentang jauh keluar sampai 
ratusan kilometer di wilayah udara bebas sesuai dengan kepentingan 
negara dalam upaya mendeteksi bahaya-bahaya yang mungkin datang dari 
udara. Dalam rangka pelaksanaan kedaulatan negara di ruang udara 
tersebut sering negara-negara menetapkan pada bagian tertentu wilayah 
ruang udaranya sebagai daerah bahaya, daerah terbatas, dan daerah 
terlarang untuk semua penerbangan. Biasanya daerah ini adalah daerah 
militer atau daerah latihan atau daerah-daerah obyek vital nasional, serta 
pembatasan-pembatasan penerbangan pada daerah-daerah tertentu 
lainnya. ADIZ merupakan zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem 
pertahanan udara bagi suatu negara, dimana zona tersebut pada umumnya 
terbentang mulai dari wilayah territorial negara yang bersangkutan hingga 
mencapai ruang udara di atas laut bebas yang berbatasan dengan negara 
tersebut, namun penetapan ADIZ yang demikian tidak dimaksudkan untuk 
memperluas kedaulatan negara pemilik ADIZ atas laut bebas yang tecakup 
dalam ADIZ negara itu. yaitu setiap pesawat udara yang terbang menuju 
negara Amerika Serikat atau Kanada dalam jarak 200 mil harus 
menyebutkan jati diri pesawat udara. Hal ini dilakukan untuk keamanan 
negara dari bahaya yang datang melalui ruang udara. ADIZ adalah wilayah 
di mana semua pesawat terbang sipil atau militer yang melintas harus 
melaporkan diri kepada pengawas penerbangan militer. Sistem 
pelaporannya berbeda dengan sistem pengaturan lalu lintas udara sipil. 
Karena tujuannya untuk pertahanan udara di wilayah negara, tentu saja 
 
 
sistem ini didukung oleh sistem radar yang terkoneksi dengan sistem 
persenjataan pertahanan udara. Sistem persenjataan pertahanan udara 
inilah yang menjadi faktor penentu keberhasilan ADIZ. 
3. Data Penerapan ADIZ di Berbagai Negara 
a. AMERIKA SERIKAT35 
1) Latar Belakang Terbentuknya ADIZ Amerika Serikat. 
 Luas Wilayah Udara. Negara Amerika Serikat merupakan 
bagian dari benua Amerika di bagian selatan yang memiliki 
wilayah daratan dan wilayah udara yang sangat luas. Luasnya 
wilayah udara ini jika dibandingkan secara garis besar saja 
dengan jumlah alut sista dan personel serta waktu siaga untuk 
dapat melindungi wilayah udara ini masih belum berimbang, 
namun Amerika melaksanakan strategi dengan 
memanfaatkan pemberdayaan komponen Air Power dan 
dengan memusatkan sistem pertahanan udara pada 
beberapa wilayah udara yang memiliki peran penting dengan 
keberadaan obyek vital maupun centre of gravity berbagai 
kekuatan negaranya. Pemusatan beberapa sistem 
pertahanan udara tersebut tentu juga harus 
mempertimbangkan korelasi penggunaan wilayah udara oleh 
pengguna wilayah udara tersebut darimanapun mereka 
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berasal, sehingga Amerika Serikat dengan kemampuan 
coverage wilayah udara tersebut menggunakan berbagai 
sarana dan prasarana kelengkapan ADIZ untuk dapat 
mengidentifikasi dan menindak berbagai wahana udara yang 
dapat mengancam keamanan berbagai obyek vital di 
dalamnya dan untuk meraih Supremasi Udara di wilayah 
tersebut. Peta ADIZ Amerika Serikat dapat dilihat pada 





 Kekuatan angkatan udara, antara lain: 
- Pesawat Tempur Sergap: F-16, F-15, F-22. 
- Satelit Militer : Quickbird, World view. 
- Pesawat AWACS. 
- Radar Militer yang mengcover seluruh wilayah ADIZ 
Amerika Serikat.  
 
 
- Surface to Air Missile yang terintegrasi dengan Continental 
North American Aerospace Defence Command Region 
(CONR). 
 
 Konsep Gelar ADIZ. Konsep penggelaran ADIZ untuk 
melindungi obyek vital negara Amerika Serikat, yaitu pusat 
pemerintahan Amerika Serikat di dalam area tersebut. 
2) Komando dan kendali. 
ADIZ berada di bawah pengawasan CONR (Continental North 
American Aerospace Defense Command Region) dan 
merupakan bagian dari North American Aerospace Defense 
Command (NORAD). 
3) Informasi yang dibutuhkan: 
 Aircraft call sign. 
 Number and type of aircraft. 
 Altitude (within ADIZ) 
 True Airspeed 
 Time of Departure. 
 Point of Departure. 
 Destination. 
 Transponder code, estimated point saat memasuki ADIZ. 
yang dapat menunjukan posisi dengan Iatitude/longitude or 
Fix-Radial-Distance). 
 
4) Hukum dan publikasi: 
 Federal Aviation Regulation pada Title 14 Chapter I 
Subchapter F Part 99 tentang Aeronautics and Space yang 
membahas Security Control of Air Traffic. 
 
 
 Publikasi regulasi ini disebarkan melalui media internet 
dengan Electronic Code of Federal Regulation (e-CFR). 
 
b. KANADA36 
1) Latar Belakang Terbentuknya ADIZ Kanada. 
 Luas Wilayah Udara. Posisi ADIZ terbentang dari bagian 
Utara sampai dengan Timur negara Kanada sebagai filter 
terhadap berbagai bentuk ancaman udara dari arah tersebut. 
Penetapan zona pertahanan udara ini diselenggarakan 
dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan 
strategis negara Kanada terutama potensi dari alutsista 
negara lain, dalam hal ini yang menjadi ancaman adalah 
kebangkitan sistem persenjataan nuklir Rusia yang mampu 
mencapai obyek vital negara Kanada. Berikut Peta ADIZ 
kanada. 
                                                          







 Kekuatan angkatan udara, antara lain: 
- Pesawat Tempur Sergap : CF-18 
- Satelit Militer : Radarsat dan Worldview. 
- Pesawat AWACS. 
- Radar Militer yang mengcover seluruh wilayah ADIZ di 
utara dan timur bagian Kanada. Saat ini Kanada telah 
mengembangkan penggelaran satuan-satuan radar yaitu 
Pinetree Line, Mid-Canada Line dan Distance Early 
Warning (DEW) Line yang dioperasikan oleh Royal 
Canadian Air Force RCAF untuk melindungi zona 
pertahanan udaranya dari ancaman udara yang menuju 
Kanada. 
- Surface to Air Missile yang terintegrasi dengan Canadian 
North American Aerospace Defence Command Region 
(CANR). 
- Konsep Gelar ADIZ. Konsep penggelaran ADIZ ini untuk 
memfilter berbagai ancaman udara yang datang dari utara 
atau timur negara Kanada. 
 
2) Komando dan kendali. 
 
 
CADIZ berada di bawah pengawasan CANR (Canadian North 
American Aerospace Defense Command) dan merupakan 
bagian dari North American Aerospace Defense Command 
(NORAD). 
3) Informasi yang dibutuhkan: 
 Aircraft call sign. 
 Number and type of aircraft. 
 Altitude (within ADIZ) 
 True Airspeed 
 Time of Departure. 
 Point of Departure. 
 Destination. 
 Transponder code, estimated point saat memasuki ADIZ. 
yang dapat menunjukan posisi dengan Iatitude/longitude 
or Fix-Radial-Distance). 
 
4) Hukum dan publikasi: 
 Emergency Security Control of Air Traffic (ESCAT) Plan 
sebagai dokumen dari The Departements of Transport and 
National Defence, Canada yang membahas tentang 
penyesuaian Canadian Aviation Regulations terhadap Military 
Flying Orders. 
 Publikasi regulasi ini disebarkan melalui media internet 
dengan Electronic Code of Federal Regulation (e-CFR) Title 
32 Chapter I Sub chapter M part 245 tentang Plan for the 





1) Latar Belakang Terbentuknya ADIZ Indonesia. 
 Luas Wilayah Udara. Indonesia memiliki luas wilayah yang 
sangat luas dari Sabang sampai Merauke sekitar 3.200.000 
km² dengan 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, dan Papua. Dari kelima pulau besar itu, di Pulau 
Jawa terdapat populasi penduduk yang besar dengan pusat 
pemerintahan dan perekonomian Negara Indonesia di 
Jakarta. Berikut Peta ADIZ Indonesia. 




 Kekuatan angkatan udara, antara lain: 
- Pesawat Tempur Sergap: F-16 A/B, F-5 E/F,  
                                                          




- Satelit : Garuda-1 dan Palapa-D. 
- Radar Sipil (Soeta, Juanda, Ngurah Rai.) dan Militer 
(Tanjung Kait, Pemalang, Congot, Cibalimbing, Ngeliyep, 
Ploso. 
- Surface to Air Missile dimiliki oleh satuan Arhanud dibawah 
kendali Kosek. 
 
 Konsep Gelar ADIZ. Konsep penggelaran ADIZ ini untuk 
melindungi obyek vital nasional di Pulau Jawa dan Bali. 
2) Komando dan kendali. 
ADIZ berada di bawah pengawasan Kosek I dan Kosek II yang 
merupakan bagian dari Kohanudnas. 
3) Informasi yang dibutuhkan: 
 Aircraft call sign. 
 Number and type of aircraft. 
 Altitude (within ADIZ) 
 True Airspeed 
 Time of Departure. 
 Point of Departure. 
 Destination. 
 Transponder code, estimated point saat memasuki ADIZ. 
yang dapat menunjukan posisi dengan Iatitude/longitude or 
Fix-Radial-Distance). 
 
4) Hukum dan publikasi: 
 Pada UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Bab IV 
(Kedaulatan Atas Wilayah Udara) hanya membahas wilayah 
kedaulatan, kawasan udara terlarang, kawasan udara 
terbatas, dan belum terdapat pembahasan zona identifikasi 
pertahanan udara negara Indonesia. 
 
 
 Publikasi Peraturan Pangkohanudnas No: 
Perpang/04/IX/2010 Pasal 21 tentang Prosedur Tetap 
Pertahanan Udara Nasional yang mengatur Ketentuan 
Wilayah Udara dan Sub Pasal a tentang ADIZ. ADIZ di 
Indonesia melingkupi wilayah udara seputar pulau Jawa, Bali 
dan pulau-pulau disekitarnya. 
 Publikasi regulasi ini belum disebarkan secara luas pada 
dunia penerbangan Nasional dan Internasional.  
 
C. Kedaulatan Teritorial 
1. Pengertian Kedaulatan Teritorial 
Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara 
dalam melaksanakan yurisdiksi ekslusif di wilayahnya. Pelaksanaan 
kedaulatan yang didasarkan pada wilayah, menjadikannya sangat 
fundamental dalam hukum internasional. Seorang ahli hukum Hakim 
Huber menyatakan bahwa:38 
“Dalam kaitannya dengan wilayah, kedaulatan mempunyai dua ciri 
yang sangat penting yang dimiliki oleh negara. Ciri pertama yaitu 
kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum untuk adanya suatu 
negara dan ciri yang kedua, kedaulatan menunjukkan negara tersebut 
merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara”. 
Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya keluar 
dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain di 
mana negara 
                                                          
38 I Wayan Parthina, Op. Cit., hlm. 345. 
 
 
tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya, yaitu ruang 
berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara 
itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan 
demikian. 
Brierly mendefenisikan kedaulatan teritorial dari sudut pandang 
eksistensi hak-hak atas wilayah, bukan kemerdekaan negara itu sendiri 
atau hubungan antarperson.39 Cara ini untuk membedakan ‘hak penuh atas 
wilayah yang dikenal oleh hukum’ dari hak teritorial minor tertentu, seperti 
lease (sewa) dan servitude (pembatasan hak teritorial).40kedaulatan 
teritorial memiliki aspek positif dan negatif. Aspek positif berkaitan dengan 
eksklusivitas kompetensi negara mengenai wilayahnya sendiri, sedangkan 
aspek negatif mengacu pada kewajiban untuk melindungi hak-kah negara 
lain.  
Aturan internasional mengenai kedaulatan teritorial berakar dalam 
ketentuan hukum Romawi yang mengatur kepemilikan (ownership) dan 
penguasaan (possession), sedangkan klasifikasi beragam metode untuk 
memperoleh wilayah diturunkan langsung dari aturan Romawi mengenai 
properti. Hal ini menimbulkan semacam kekacauan. Hukum, dengan 
sifatnya yang melekat pada kehidupan kontemporer, tidak dapat dengan 
serta merta dialihkan ke sebuah lingkungan yang memiliki budaya 
                                                          
39 Malcolm N. Shaw QC., 2013, Hukum Internasional (terjemahan), Bandung: Nusa 
Media, hlm.481. 
40 The Law of Nation, ed. Ke-6, Oxford, 1963, h. 162 
 
 
berbeda.41 Seperti yang akan terlihat, metode Romawi yang 
mengelompokkan beragam metode untuk memperoleh wilayah 
menghadapi kesulitan ketika diterapkan dalam hukum internasional. 
Esensi kedaulatan teritorial terkandung dalam konsep hak. istilah ini 
berhubungan dengan kondisi faktual dan sekaligus legal di mana wilayah 
dianggap sebagai milik satu otoritas tertentu atau otoritas lainnya. Dengan 
kata lain, ia mengacu pada keberadaan fakta yang dipersyaratkan menurut 
hukum internasional untuk menghasilkan konsekuensi hukum berupa 
perubahan status yuridis wilayah tertentu.42 Sebagaimana disebutkan oleh 
Mahkamah Internasional dalam kasus Burkina Faso/Mali,43 istilah hak 
meliputi bukti yang bisa menetapkan keberadaan hak dan sekaligus sumber 
aktual hak tesebut.44 
2. Ketentuan Batas Wilayah45 
a. Batas Wilayah Daratan 
Dalam hukum internasional, batas wilayah daratan biasanya diatur 
dalam perjanjian internasional timbal balik dengan negara tetangga. 
Berbagai perjanjian perbatasan dibuat dengan negara tetangga karena 
karena perbatasan wilayah sering merupakan sumber sengketa, misalnya 
perjanjian perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada, perjanjian 
                                                          
41 Lihat, terkait sejumlah teori mengenai hubungan antara negara dan wilayah, Shaw, 
“Territory”, h. 75. 
42 I. Brownlie, Principle of Public International Law, ed. Ke-6, Oxford, 2003, h. 119 
43 ICJ Reports, 1986, h.554, 564; 80 ILR, h.440, 459. 
44  Ini ditegaskan dalam kasus Land, Island, and Maritime Frontier (El Salvador/Honduras), 
ICJ Reports, 1992, h. 351, 388;97 ILR, h. 266, 301 
45 H.K. Martono dan Amad Sudiro, Op. Cit, hlm. 66. 
 
 
perbatasan antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-Garis Batas 
Tertentu Antara Indonesia Dengan Papua New Guinea. Batas wilayah 
dapat dibatasi secara alamiah dengan menggunakan Sungai Niagara atau 
batas buatan berupa garis yang menghubungkan antara satu titik dengan 
titik yang lain. Batas tersebut berlaku ke atas secara vertikal ke udara atau 
ke bawah sampai sumber-sumber mineral di bawah tanah negara tersebut. 
penentuan suatu negara semula diatur dalam dokumen , kemudian diikuti 
dengan titik (spot). Penentuan dalam dokumen disebut delimitation 
termasuk uraian tanda-tanda batas, garis-garis batas dan tanda-tanda 
dalam peta, sedangkan penandaan batas pada titik (spot) di lokasi disebut 
demarcation. 
b. Batas Wilayah Perairan 
Dalam hukum internasional, batas wilayah perairan terdapat dalam 
Bagian 2 dari Pasal 3 sampai Pasal 16 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 
1982. Menurut Pasal 3 Konvensi PBB 1982 tersebut “Setiap negara berhak 
menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suati batas yang tidak melebihi 
dua belas mil laut, diukur dari garis air terendah sepanjang pantai 
sebagaiman terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara 
pantai”46 yang ditentukan sesuai dengan konvensi PBB, sedangkan batas 
luar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang 
terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorialnya.47 Dalam 
                                                          
46 Pasal 5 Konvensi PBB 1982 
47 Pasal 4 Konvensi PBB 1982 
 
 
bagian tersebut juga diatur garis pangkal biasa, karang, garis pangkal lurus, 
perairan pedalaman, mulut sungai, teluk, pelabuhan, tempat berlabuh di 
tengah laut, elevasi surut, kombinasi cara-cara penetapan garis pangkal, 
penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya 
berhadapan atau berdampingan dan peta daftar koordianat geografis. 
c. Batas Wilayah Udara 
1) Batas Wilayah Udara Secara Horizontal 
      Batas wilayah udara secara horizontal mengacu pada pasal 2 Konvensi 
Chicago 1944 menjelaskan lagi bahwa untuk keperluan konvensi Chicago 
1944 yang dimaksudkan wilayah adalah batas wilayah negara (state 
territory), walaupun tidak secara tegas disebutkan, semua negara 
mengakui bahwa tidak ada negara mana pun yang berdaulat di laut lepas 
(high seas),48 demikian dapatmeminjam penafsiran Mahkamah 
Internasional (Permanent Court of International Justice) dalam kasus 
sengketa Eastern Greenland. Dalam kasus tersebut ditafsirkan “The natural 
meaning of the term is its geographical meaning” yaitu ruang dimana 
terdapat “udara (air)”. Lingkup yurisdiksi teritorial suatu negara diakui dan 
diterima oleh negara anggota Konvensi Chicago 1944 terus ke atas sampai 
tidak terbatas. 
                                                          




      Dalam hubungannya dengan kedaulatan laut teritorial, masih banyak 
negara yang menuntut lebar laut teritorialnya ke arah laut lepas.49 Mereka 
menuntut lebar laut teritorial sampai 200 mil laut ke arah laut lepas seperti 
Inggris. Tuntutan lebar laut teritorial ke arah laut lepas demikian dapat 
dimengerti karena adanya tuntutan negara pantai terhadap Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) untuk memperoleh hak berdulat atas sumber daya alam 
hayati maupun non hayati. 
2) Batas Wilayah Udara Secara Vertikal 
      Dalam rangka penegakan hukum suatu negara, perlu mengetahui 
seberapa tinggi kedaulatan wilayah udara secara vertikal. Hal ini menjadi 
masalah karena rezim hukum yang berlaku dalam hukum udara berbeda 
dengan rezim hukum yang berlaku dalam hukum angkasa. Menurut Pasal 
1 Konvensi Chicago 1944 “setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan 
yang utuh dan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya”, sedangkan 
menurut ketentuan rezim hukum ruang angkasa menyatakan “tidak ada 
suatu negara mana pun berhak menuntuk kedaulatan di ruang angkasa”.50 
Sampai saat ini belum adakata sepakat secara internasional di mana 
hukum udara berakhir dan di mana hukum ruang angkasa di awali. 
      Masalah penentuan batas kedaulatan wilayah secara vertikal tersebut 
sebenarnya sejak awal telah diantisaipasi oleh UN COPUOS, tetapi pada 
                                                          
49 Milde, UN Convention On the Law of The Sea: Possible implication For Air International 
Law. Lihat Matte N. M. Ed., 1983, Annal of Air Law and Space Law, Vol. III.(Toronto, 
Canada: The Carswell Company, Ltd.), hlm. 168. 
50 Baca Pasal 2 The Outer Space treaty of 1967. 
 
 
saat itu masih dianggaptidak memerlukan solusi yang mendesak.51 
Masalah penentuan batas antara udara dan angkasa semakin mendesak 
setelah negara-negara khatulistiwa menuntut kedaulatan di Geo Stationary 
Orbit (GSO)52. Pada 1976 terdapat delapan negara-negara khatulistiwa53 
mengklaim GSO merupakan bagian dari wilayah kedaulatan mereka. 
Tuntutan kedaulatan negara-negara tersebut jelas ditentang oleh negara-
negara maju yang berpendapat bahwa GSO berada diangkasa yang tunduk 
pada hukum angkasa (space law). Para peserta Deklarasi Bogota 1976 
berpendapat bahwa GSO merupakan fenomena alam langka dan spesifik 
yang tidak dapat dikatakan merupakan bagian dari angkasa, karena itu 
harus diatur secara khusus (sui generis) yang memberi kesempatan yang 
adil dan berimbang antara negara-negara maju dan negara-negara 
berkembang, terutama bagi neara-negara khatulistiwa. 
      Penentuan batas antara udara dan angkasa diusulkan berbagai negara 
dengan kriteria yang berbeda-beda antara lain atas dasar adanya atmosfer, 
pembagian berdasarkan lapisan-lapisan atmosfer, garis von Karman, orbit 
satelit terendah, efektifitas pengawasan, pembagian zona angkasa dan 
udara, teori fungsional, teori gravitasi bumi, ketinggian kemampuan 
                                                          
51 Cristol, C.Q., 1982, The Modern International Law of Outer Space, New York: Pergamon 
Press, hlm. 435. 
52 Geo Stationary Orbit (GSO) adalah suatu kawasan di angkasa luar pada ketinggian 
36.000 km di atas permukaan bumi, mempunyai sifat spesifik, setiap satelit yang terdapat 
di lingkaran tersebut mempunyai kecepatan yang sama dengan kecepatan rotasi bumi, 
sehingga apabila dilihat dari bumi tampaknya titik tersebut tidak bergerak. Secara teknis 
pada saat itu satelit hanya dapat ditempatkan pada jarak 2 derajat sehingga seluruh 
permukaan bumi hanya terdapat 180 satelit, oleh karena itu merupakan sumber alam yang 
terbatas (Limited resources). 
53 Brasilia, Kolumbia, Kongo, Ekuador, Indonesia, Kenya, Uganda dan Zaire 
 
 
pesawat udara sipil yang dapat melakukan penerbangan. Uni Soviet 
mengusulkan pada ketinggian 100 km di atas permukaan bumi, Prancis 
mengusulkan antara 50 mil-80 mil, sedangkan Kanada mengusulkan 
berdasarkan formula matematika antara 64-100 km. Menurut teori gravitasi, 
wilayah kedaulatan udara suatu negara sampai suatu titik di mana sudah 
tidak ada daya tarik bumi, sedangkan menurut garis von Karman 
menyatakan bahwa batas kedaulatan udara suatu negara sampai suatu titik 
di mana peralatan penerbangan sudah tidak mendapatkan daya angkat 
aerodinamika. Semua usul tersebut sampai saat ini belum ada kata sepakat 
secara internasional. 
      Mengingat semua usul tidak dapat diterima secara internasional, maka 
saat ini berlaku hukum kebiasaan internasional sesuai dengan kemampuan 
negara tersebut mempertahankan kedaulatannya. Dalam praktik tahun 
1950-an sebuah pesawat udara mata-mata RB-47 jenis Dakota, DC-3 atau 
C-47 milik Amerika Serikat yang melakukan penerbangan mata-mata di laut 
lepas Sachalin, di giring oleh pesawat udara militer milik Uni Soviet. Setelah 
masuk wilayah Uni Soviet, peaswat udara tersebut ditembak jatuh dan 
penerbangnya diadili menurut hukum nasional Uni Soviet. Pada saat itu 
Amerika protes keras terhadap tindakan Uni Soviet karena pesawat udara 
RB-47 jenis Dakota, DC-3 atau C-47 tersebut melakukan penerbagan 
diatas laut lepas dan digiring masuk wilayah Uni Soviet. Hal ini berbeda 
dengan kasus U-2 pada 1960-an. Pesawat udara mata-mata jenis U-2 milik 
Amerika Serikat tersebut melakukan penernagan mata-mata di atas wilayah 
 
 
udara Uni Soviet. Pesawat udara yang mapu terbang pada ketinggian 
76.000 kaki tersebut dapat ditembak jatuh oleh militer Uni Soviet dan 
penerbangnya diadili menurut hukum nasional Uni Soviet. Sikap Amerika 
terhadap penembakan U-2 dan RB-47 sangat berbeda. Dalam kasus U-2 
Amerika Serikat bungkam dan mengakui kemampuan Uni Soviet untuk 
mempertahankan kedaulatannya. Sejak saat itu menjadi hukum kebiasaan 
internasional yang dipraktikkan dalam pergaulan hidup internasional.54 
3. Penambahan Wilayah Menurut Hukum Internasional. 
a. Penambahan Wilayah Menurut Yang Dibenarkan Hukum 
Internasional. 
Menurut hukum internasional cara penambahan wilayah yang 
dibenarkan adalah dengan cara damai tanpa kekerasan. Piagam PBB Pasal 
2 ayat 4 dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah 
dengan kekerasan. Berikut bunyi pasal tersebut:55 “Dalam melaksanakan 
hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan 
yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan atau 
kemerdekaan politik Negara lain”. 
Dalam praktek maupun secara teoritis suatu negara dapat memperoleh 
tambahan wilayah. Penambahan wilayah suatu negara tersebut dapat 
                                                          
54 H.K. Martono dan Amad Sudiro., Op. Cit., hlm. 71. 
55 Article 2 (4) UN Charter: “All Members shall refrain in their international relations from 
the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any 
state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”. 
 
 
terjadi melalui beberapa cara yang secara teoritis dapat diperoleh dengan 
cara sebagai berikut:56 
1) Okupasi atau Pendudukan (Occupation) 
Perolehan dan atau penegakan kedaulatan atas wilayah 
yang merupakan terra nullius (wilayah yang bukan dan sebelumnya belum 
pernah diletakkan dibawah kedaulatan suatu bangsa). Wilayah 
tersebut tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah 
yang baru ditemukan ataupun suatu hal yang tidak mungkin yang 
ditinggalkan oleh negara semula. 
Penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara dan bukan oleh 
orang perorangan, secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk 
menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Hal 
itu harus ditunjukkan misalnya dengan suatu tindakan simbolis 
yang menunjukkan adanya penguasaan terhadap wilayah tersebut, 
misalnya dengan pemancangan bendera atau pembacaan 
proklamasi. Penemuan saja tidak cukup kuat untuk menunjukkan 
kedaulatan negara, karena hal ini dianggap hanya memiliki dampak sebagai 
suatu pengumuman. Agar penemuan tersebut mempunyai arti yuridis, 
harus dilengkapi dengan penguasaan secara efektif untuk suatu jangka 
waktu tertentu. 
                                                          
56 Malcolm N. Shaw QC., Op. Cit., hlm. 483. 
 
 
Penambahan wilayah suatu negara melalui cara pendudukan harus 
memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:57 
 Wilayah yang diduduki harus belum berada di bawah kekuasaan suatu 
negara (terra nullius); 
  Adanya niat atau kehendak dari negara yang menemukan wilayah baru 
itu untuk menjadikannya sebagai miliknya atau menempatkannya di 
bawah kedaulatannya; 
  Harus ada tindakan pelaksanaan yang efektif (prinsip efektifitas). 
Berdasarkan ketiga syarat diatas sesuai dengan poin wilayah yang 
diduduki harus belum berada di bawah kekuasaan suatu negara maka, 
pada saat sekarang ini yang memungkinkan dapat dijadikan objek 
pendudukan tersebut adalah pulau-pulau karang58. Hal ini disebabkan pada 
saat sekarang dapat dikatakan sudah tidak ada lagi wilayah daratan yang 
belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. 
2) Penambahan Secara Alamiah (Accretion) 
Akresi merupakan cara perolehan wilayah baru dengan proses alam 
(geografis) terhadap wilayah yang sudah ada di bawah kedaulatan suatu 
negara. Proses atau kejadian tersebut dapat terjadi perlahan-lahan, 
bertahap seperti endapan lumpur yang membentuk daratan, ataupun 
                                                          
57 Ibid., hlm. 484. 
58 Pulau Karang adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Aru dan berbatasan 
dengan negara Australia. Pulau Karang ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah 
Kabupaten Maluku Tenggara, provinsi Maluku. Pulau ini berada di sebelah selatan dari 
Pulau Aru dengan koordinat 7° 1′8″ LS, 134° 41′26″ BT. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Karang, diakses pada 15 Januari 2015 pukul 14:00 WITA 
 
 
memdadak seperti pemindahan tanah. Contoh proses alam yang dimaksud 
antara lain tanah tumbuh, pembentukan pulau di mulut sungai, juga 
perubahan arah suatu sungai yang yang menyebabkan terjadinya daratan 
baru. Jepang pernah memperoleh tambahan wilayah dengan alas hak 
akresi setelah munculnya sebuah pulau baru akibat letusan gunung berapi 
yang ada di dasar laut. Perolehan wilayah tersebut tidak memerlukan 
tindakan resmi atau formal seperti pernyataan resmi dari negara yang 
bersangkutan. 
3) Penyerahan (Cession) 
Penyerahan wilayah mungkin dilakukan secara sukarela atau mungkin 
dilakukan dengan paksaan sebagai akibat peperangan yang diselesaikan 
dengan sukses oleh negara penerima penyerahan wilayah terkait. 
Penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan melalui 
perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang, atau dengan cara-cara 
yang berbeda. Sesungguhnya penyerahan wilayah menyusul kekalahan 
dalam perang lebih lazim terjadi daripada aneksasi. Suatu penyerahan 
melalui traktat adalah batal apabila pembentukan traktat itu dihasilkan dari 
ancaman atau penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip hukum internasional. 
Penyerahan/Cessie dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli 
(penjualan Alaska oleh Rusia pada Amerika Serikat tahun1867), tukar-
menukar (penukaran Heligoland dengan Zanzibar oleh Jerman dan Inggris 
tahun 1890), penyewaan (penyewaan Hongkong oleh Cina pada Inggris 
 
 
selama 99 tahun (1898-1997)), Penyerahan Elsace-Lorraine pada 1871 
oleh Prancis pada Jerman akibat kalah perang yang kemudian 
dikembalikan tahun 1919. Pada Cessie beralih semua hak berdaulat yang 
terkandung dalam wilayah yang diserahkan, dan suatu negara yang 
melakukan penyerahan wilayah tidak dapat mengalihkan lebih daripada 
wilayah di  mana iatelah melaksanakan kedaulatannya.59 
4)  Preskripsi (prescripton) 
Perolehan wilayah karena okupasi suatu negara yang terus menerus 
dalam jangka waktu lama atas suatu wilayah yang benar-benar milik negara 
lain atau yang semula milik negara lain. Pelaksanaan kedaulatan oleh suatu 
negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan 
terhadap terra nullius melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya masuk 
wilayah negara lain.  
Perolehan wilayah dengan cara ini sebenarnya mengadopsi dari 
ketentuan bezit dalam hukum perdata. Beberapa syarat bagi preskripsi 
menurut Fauchille dan johnson sebagaiman yang dikutip oleh Ian Brownlie 
adalah sebagai berikut: 
 Kepemilikan tersebut harus harus dilaksanakan secara a titre de 
souverain, yaitu bahwa pemilikan tersebut harus memperlihatkan suatu 
kewenangan / kekuasaan negara dan diwilayah tersebut tidak ada 
negara lain yang mengklaimnya; 
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 Kepemilikan tesebut harus berlangsung secara terus menerus dan 
damai, tidak ada negara lain yang mengklaimnya; 
 Kepemilikan tersebut harus bersifat publik yaitu harus diumumkan atau 
diketahui pihak lain. 
Disamping syarat-syarat tersebut, syarat pengawasan yang efektif juga 
tidak kalah pentingnya seperti halnya dalam okupasi. 
 
5) Plebesit atau Referendum 
Referendum atau jajak pendapat dalam istilah bahasa 
Indonesia merupakan pemungutan suara untuk mengambil sebuah 
keputusan. Referendum merupakan implementasi dari keberadaan hak 
menentukan nasib sendiri (self determination right) dalam hukum 
internasional. 
 Pepera-Irian Barat yang dilaksanakan 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 
1969 dan disahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 Tahun 1969 merupakan 
contoh praktik Referendum dalam hukum internasional. Demikian juga 
halnya dengan jajak pendapat yang dilakukan di Timor-Timur 1999 untuk 
memintai pendapat rakyat apakah mau merdeka ataukah tetap berintegrasi 
dengan Indonesia. Proses Referendum yang sah apabila yang dilakukan 
secara langsung one man one vote dan dengan dipantau lembaga 
internasional yang sah. Pada kasus Timor-Timur proses jajak pendapat 
dikawal oleh UNTAET. 
 
 
b. Penambahan Wilayah Yang Tidak Dibenarkan Menurut Hukum 
Internasional. 
1) Penaklukan atau Aneksasi (annexation)  
Aneksasi merupakan bentuk memperoleh wilayah dengan kekerasan 
dan hal itu tidak dibenarkan. Aneksasi (annexation) adalah perolehan 
wilayah secara paksa, istilah lainnya adalah penaklukan. Adapun perolehan 
kedaulatan teritorial yang dipaksakan dengan dua bentuk keadaan: 
 Apabila wilayah yang dianeksasi telah dilakukan atau ditundukan 
oleh negara yang menganeksasi. 
 Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-
benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu 
diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut. 
2) Cessi atau Penyerahan (Cession) 
Jika dalam praktek  dilakukan kekerasan dulu dan yang kalah perang 
dipaksa menyerahkan wilayah kepada pemenang perang. Di dalam syarat 
penambahan wilayah di atas, penggunaaan kekerasan dalam memperoleh 
suatu wilayah tidak di benarkan oleh hukum internasional, walaupun hal itu 
pernah terjadi.   
3) Preskripsi ( Prescription ) 
Yaitu perolehan wilayah karena okkupasi suatu negara yang terus 
menerus dalam jangka waktu lama atas suatu wilayah yg benar-benar milik 
negara lain atau yang semula milik negara lain. Hal ini tidak di benarkan 
karna sebuah negara tidak boleh menduduki sebuah wilayah yang ada di 
 
 
dalam kedaulatan negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, 
dan seandainya izin itu di dapatkan, itu hanya untuk menempati bukan 
untuk memiliki, jika tujuannya untuk memiliki, maka secara tidak langsung 
itu merupakan sebuah penjajahan tanpa peperangan. Jadi hal yang di 
benarkan dalam memiliki wilayah yaitu wilayah terra nulius (wilayah yang 
bukan dan sebelumnya belum pernah diletakkan di bawah kedaulatan suatu 
negara). Kalau kita melihat kenyataan saat ini, tidak ada lagi sebuah 

















A. Lokasi Penelitian  
      Dalam menyusunan skripsi ini, salah satu tahap yang harus dilakukan 
penulis adalah penelitian. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian 
kepustakaan, dan akan melakukan penelitian di berbagai tempat yang 
menyediakan literatur-literatur yang diperlukan, Seperti Kementerian Luar 
Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, serta tempat-tempat lain 
yang berhubungan dengan penelitian penulis. Tempat-tempat tersebut 
dipilih oleh penulis dikarenakan kemudahan akses dan tersedianya 
berbagai literatur yang diperlukan penulis ditempat-tempat tersebut. Selain 
itu juga penulis juga mengkaji makalah-makalah dan lainnya yang diakses 
dengan internet yang tentu saja berasal dari sumber yang valid dan 
terpercaya.  
B. Jenis dan Sumber Data  
      Data yang akan dikumpulkan oleh penulis bersumber dari wawancara 
serta penelitian kepustakaan. Data berupa data primer (data yang diperoleh 
melalui wawancara dengan narasumber terkait) dan data sekunder (data 
yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, dokumen, buku, dan literatur 
lain) yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis, serta 
 
 
berbagai data dan informasi dari media elektronik, media cetak, maupun 
internet. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti 
adalah penelitian kepustakaan atau library research (penelitian dengan 
cara mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku, hasil seminar, surat, 
bahan-bahan dari internet, serta bahan kepustakaan lain).  
D. Analisis Data  
      Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, data-data 
tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, hasil 
akhir dari proses analisis data-data tersebut akan menghasilkan suatu 
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PEMBAHASAN 
 
A. Hakikat pengaturan Air defence Identification Zone dalam Hukum 
Udara Internasional 
Setelah penerapan ADIZ pertama kali oleh Amerika Serikat serta 
Kanada, beberapa negara di dunia mengikuti tindakan tersebut dengan 
menerapkan ADIZ pada wilayah udara negaranya. Namun berbagai ahli 
berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak ada jaminan dan merupakan 
pelanggaran hukum internasional.60 Walaupun tindakan sepihak oleh 
Amerika Serikat dan Kanada tersebut masih dipertanyakan legalitasnya, 
kedua negara tersebut tetap mempertahankan jalur tambahan di ruang 
udara tersebut meskipun tidak berdaulat secara penuh dan utuh di jalur 
tambahan tersebut. Saat ini penerapan ADIZ oleh berbagai negara 
dimaknai  sebagai bentuk self defense / pertahanan wilayah udara sesuai 
dengan amanat dari pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi “The 
Contracting State recognized that every State has complete and 
exclusive sovereignty over the airspace above its territory”. Yang 
mengakui setap negara berdaulat atas ruang udara di atas wilayah 
negaranya. Berikut adalah landasan teori yang membenarkan 
penerapan ADIZ. 
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1. Dasar teori mengenai Air Defence Identification Zone (ADIZ) dalam 
Hukum Udara Internasional 
a) Teori Penguasan Cooper (Cooper’s control theory)  
Pada tahun 1951 Cooper telah mengajukan pendiriannya bahwa 
kedaulatan negara itu ditentukan oleh kemampuan negara-negara yang 
bersangkutan untuk menguasai ruang yang ada di atas wilayahnya. 
Cooper menyatakan : 
“....in the absence of international agreement, that the territory of every 
state extends upward as far into space as it is physically and 
scientifically possible for any one state to control the regions of space 
directly above it”.61 
 
Teori cooper ini telah dipergunakan oleh Amerika Serikat dan Kanada 
dengan ADIZ dan CADIZ.62 Usaha-usaha Amerika Serikat dan Kanada 
yang menetapkan beberapa bagian dari Lautan Pasifik dan Lautan 
Atlantik sebagai daerah kemanan yang disebut dengan ADIZ dan CADIZ 
sebenarnya bertitik tolak kepada pengamanan negaranya dari usaha 
gangguan keamanan yang mungkin tiba-tiba terjadi. Kemampuan untuk 
menguasai ruang udaranya melalui teknologi yang dimiliki oleh Indonesia 
akan menunjang penegakkan ADIZ Indonesia yang berfungsi sebagai 
zona identifikasi, dimana pesawat asing melaporkan rencana 
penerbangan. Efektifitas ADIZ dapat dicapai apabila didukung dengan 
sistem “Air Traffic Control” (ATC), yang mampu bertindak korelatif 
dengan sistem pertahanan udara nasional. Kemampuan  pertahanan 
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udara selalu dihadapkan dengan persenjataan modern yang dimiliki oleh 
TNI AU. Kemampuan Alutsista yang ada dihadapkan dengan dinamika 
dan kondisi lingkungan strategis, hakekat ancaman yang akan datang, 
serta luas wilayah yang cukup besar. Oleh karena itu dengan optimalisasi 
ADIZ Indonesia maka dapat diproyeksikan untuk menjamin keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perlu 
adanya pengembangan kemampuan pesawat terbang, sistem Radar dan 
Rudal yang handal agar penguasaan wilayah udara dapat dlaksanakan 
sebagaimana yang dimaksud dalam teori penguasaan Cooper. 
b) Teori ADIZ 
Peter A Dutton seorang Profesor di U.S Naval War College dalam 
tulisan yang berjudul Caelum Liberam: Air Defense Identification Zones 
Outside menyatakan bahwa ADIZ sebagai wilayah untuk melakukan 
identifikasi sebelum pesawat terbang asing memasuki wilayah udara 
kedaulatan, dimulai dari luar wilayah kedaulatan udara suatu negara 
hingga memasuki wilayah kedaulatan udaranya. Penentuan ADIZ 
didasari dengan perhitungan terhadap ancaman yang benar-benar 
potensial serta lokasi obyek-obyek vital nasional yang mendapat prioritas 
untuk dipertahankan dari kemungkinan serangan udara lawan. Setiap 
negara berhak membentuk ADIZ di wilayah udara yang berada di bawah 
kedaulatan dan yurisdiksinya, namun penetapan ADIZ yang demikian 
tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan negara pemilik ADIZ 
atas laut bebas yang tercakup dalam ADIZ negara itu. Pesawat udara 
 
 
sipil maupun pesawat udara militer yang berada dalam zona tersebut, 
dan akan terbang mengarah ke pantai negara pendiri ADIZ diwajibkan 
memberikan laporan rencana penerbangan (flight plan) kepada negara 
pemilik ADIZ. Bagi pesawat udara yang tidak melakukan kewajiban 
tersebut akan menghadapi tindakan intersepsi (penyergapan) oleh 
negara pemilik ADIZ, adapun efektifis ADIZ ini dapat dicapai apabila 
didukung dengan sistem “Air Traffic Control” (ATC) yang mampu 
bertindak korelatif dengan sistem pertahanan udara nasional.63 
c) Asas bela diri (self defence) 
Dasar hukum pendirian ADIZ adalah asas bela diri (self defence) yang 
diakui dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak negara untuk menggunakan 
senjata untuk mempertahankan diri dari kekuatan dari luar (negara lain) 
di dasarkan kepada hukum kebiasaan internasional (customary 
international law).64 Hak untuk membela diri yang dimaksud dalam 
piagam PBB pada hakekatnya memang merupakan sesuatu hak yang 
melekat. Ketentuan dalam Pasal 51 piagam PBB tersebut bukan semata-
mata menciptakan hak tetapi secara eksplisit hak membela diri itu 
memang diakui menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional. Hak untuk 
membela yang diatur dalam piagam PBB pasal 51. Pasal itu berbunyi: 
“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of 
individual or collective self defence if an armed attack occurs against 
a Member of the United Nations, until the Security Council has taken 
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measures necessary to maintain international peace and security. 
Measures taken by Members in the exercise of this right of self-
defence shall be immediately reported to the Security Council and 
shall not in any way affect the authority and responsibility of the 
Security Council under the present Charter to take anytime such action 
as it deems necessary in order to maintain or restore international 
peace and security”. 
 
Meskipun redaksional hak membela diri (self defence) tersurat dalam 
bunyi pasal tersebut, namun dalam travaux prepatoires dinyatakan 
bahwa hak tersebut merupakan sesuatu yang melekat (inherent). Bunyi 
pasal 51 memang tidak menyebutkan cara yang dapat dilakukan untuk 
melaksanakan hak membela diri. Pasal ini sering dikaitkan dengan hak 
untuk menggunakan kekerasan bersenjata secara terbatas. Higgins 
misalnya berpendapat bahwa piagam PBB telah memberikan izin 
terbatas atas penggunaan kekerasan bersenjata dalam kerangka hak 
membela diri baik secara individual maupun kolektif. PBB juga 
mempertimbangkan bahwa tindakan itu dapat menjadi sebuah 
mekanisme untuk menuntut hak hukum serta mencapai keadilan sosial 
dan politik. Beberapa sarjana hukum internasional dan juga praktek-
praktek negara telah menafsirkan hak membela diri tersebut dengan 
meluaskan maknanya menjadi melindungi diri (self preservation). Bowett 
misalnya mengatakan bahwa pasal 51 diartikan hak untuk membela diri 
bukan membatasinya. Menurutnya tidak ada hubungan antara serangan 
bersenjata dengan hak membela diri. Tidak ada negara yang dapat 
menunggu hingga ada serangan bersenjata baru dapat membela diri. 
 
 
2. ADIZ sebagai bentuk lain dari Zona Tambahan (Contiguous Zone) 
dalam rezim  Hukum Laut 
Zona Tambahan (contiguous zone) secara tradisional adalah bagian 
dari laut lepas, tetapi negara-negara dapat melakukan fungsi-fungsi 
tertentu di dalam zona tersebut. Adapaun defenisi zona tambahan 
adalah suatu jalur laut yang terletak di luar laut teritorial yang tidak 
melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial 
diukur. Sedangkan defenisi zona tambahan berdasarkan UN Convention 
on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dinyatakan bahwa suatu zona 
yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona 
tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang 
diperlukan untuk:65 
a) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan cea cukai, 
fiskal imigrasi atau saniter didalam wilayah atau laut teritorialnya 
b) Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut 
di atas yang dilakukan didalam wilayah atau laut teritorialnya. 
Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal 
darimana lebar laut teritorial diukur.66 Status zona tambahan berbeda 
dengan status laut territorial, kalau laut teritorial adalah milik kedaulatan 
suatu Negara pantai secara mutlak, sedangkan status zona tambahan 
adalah tunduk pada rezim jurisdiksi pengawasan Negara pantai, bukan 
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bagian dari kedaulatan negara. Berikut ini beberapa hal guna 
memperjelas tentang letak zona tambahan: 
a) Tempat atau garis darimana lebar laut tambahan itu harus diukur, 
tempat atau garis itu adalah garis pangkal.  
b)  Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut, diukur dari 
garis pangkal.  
c) Oleh karena zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal 
adalah merupakan laut territorial, maka secara praktis lebar zona 
tambahan itu adalah 12 mil (24-12) mil laut, itu di ukur dari garis atau 
batas luar laut teritorial, dengan kata lain zona tambahan selalu 
terletak diluar dan berbatasan dengan laut teritorial. 
d) Pada zona tambahan negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang 
terbatas seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 ayat (1) UNCLOS 
1982, hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorial di mana negara 
pantai di laut teritorial memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya 
dibatasi oleh hak lintas damai. 
Sejalan dengan konsep Zona Tambahan dimana negara tidak 
memiliki kedaulatan penuh seperti dalam laut teritorial, melainkan 
sebatas pengawasan dan pencegahan yang diatur dalam UNCLOS 
1982. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah ‘Precedent’ atau 
pembenaran dari penggunaan ADIZ di luar wilayah negara sebagai 
bentuk pencegahan dan bela diri (self defence) terhadap segala bentuk 
ancaman yang mungkin timbul. Jika dalam zona tambahan telah 
 
 
ditetapkan batas bahwa tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis 
pangkal di mana lebar laut teritorial diukur, berbeda halnya dengan ADIZ 
di mana tidak ada pembatasan mengenai luas cakupannya. Sehingga 
luas ADIZ yang diterapkan oleh setiap negara berbeda satu sama lain, 
bergantung dari ‘air power’ dari masing-masing negara tersebut. 
Misalnya, Amerika Serikat memiliki ADIZ yang sangat luas mencakup 
seluruh wilayah negaranya hingga ke Samudra Atlantik, berbeda 
dengan Indonesia yang ADIZ-nya hanya mencakup sebagian kecil 
wilayah sekitar Pulau jawa dan Bali saja. Tidak adanya pembatasan ini 
dapat menjadi masalah ketika adanya overlapping dengan ADIZ negara 
lain ataupun menyentuh teritorial negara lain. 
 
 
B. Pengaturan Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang dibenarkan 
dalam Hukum Udara Internasional 
1. Air Power (Kekuatan Udara) 
Efektifitas dari penerapan ADIZ oleh suatu negara sangat 
bergantung dari Air Power / Kekuatan Udara negara tersebut. Air Power 
dapat diterjemahkan secara bebas sebagai kekuatan negara di ruang 
udara (bagian darai Aerospace Power). Dengan meminjam batasan yang 
diberikan Cooper, Air Power dapat diartikan sebagai “The ability of a 
nation to act through the air space, in other words, to use controlled flight 
such for instance, as the flight of aircraft”. Karena itu ada baiknya 
 
 
dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Aircraft (pesawat 
udara). Dengan bertitik tolak pada Konvensi Chicago 1944, sebagai 
dasar pengaturan penerbangan internasional dan nasional, dapat 
diketahui konvensi ini tidak memberikan batasan tentang apa yang 
dimaksud dengan pesawat udara. Batasan pesawat udara dikemukakan 
dalam Annexes Konvensi Chicago 1944, yang menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan pesawat udara ialah “any machine which can derive 
support in the atmosphere from the reaction of the air other than from the 
reaction of the earth’s surface”.67 Jadi pesawat udara ialah setiap 
pesawat yang memiliki tenaga (power) untuk bergerak di ruang udara 
atau di atmosfir, karena memperoleh reaksi gas udara kepadanya dan 
reaksi ini bukan reaksi dari permukaan bumi misalnya, kapal hydrofoil. 
Kejelasan arti pesawat udara diperlukan, sebab dari pusat kegiatan 
penerbangan , salah satu faktornya adalah pesawat udara. 
Memiliki Air Power akan sangat menetukan kemajuan atau 
kemuduran suatu negara. Ditemukannya tenaga nuklir untuk 
menanggulangi berbagai kebutuhan manusia, dan dilanjutkan dengan 
menciptakan senjata nuklir, peluncuran satelit, yang semuanya 
dimanfaatkan untuk kepentingan perdamaian atau militer, telah 
menimbulkan berbagai pemikiran yang pada akhirnya mampu 
meningkatkan Air Power negara. Selama ini dalam setiap usaha 
membahas istilah Air Power, mau tidak mau kita akan terpengaruh 
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dengan kata Power yang menurut bahasa sehari-hari selalu dikaitkan 
dengan ‘paksaan’, sedangkan dalam bahasa politik, istilah ini 
mengingatkan kita pada kata agresi, karena kata ini pun mencakup 
pengertian ‘paksaan’. Itu sebabnya istilah Air Power dalam banyak hal 
selalu dikaitkan dengan ‘military power’.  
Dalam perkembangan selanjutnya waktu itu, timbul penjabaran 
tentang apa yang dimaksud dengan istilah Air Power atau kekuatan 
(nasional) udara negara di ruang udara, (national air power). Sebenarnya 
kesimpangsiuran penggunaan istilah ini  terjadi bukan dalam bahasa 
indonesia saja. Seorang ahli penerbangan saat itu, Spaight, ternyata 
telah tersesat pula dalam memberikan pengertian istilah ini. Pada tahun 
1933 ia berkata:  
“Air Power is simply the power of a nation possessing an air force 
adequate to the calls of its national policy to support that policy in the 
last resort by forcible methods which, being new, are not regulatedby 
any traditional law and custom of war”. 
Pemikiran tersebut selalu mengaitkan air power hanya kepada 
persiapan perang militer dan mengabaikan fungsi-fungsi damai, yang 
sebenarnya telah turut mengeruhkan permasalahan pada waktu itu dan 
mungkin sampai sekarang. Pada abad ruang udara dan angkasa kini 
pun, jika kita mempersoalkan air power masih juga kita mengatakan air 
power adalah segala sesuatu yang mempunyai sangkut-paut dengan 
Angkatan Bersenjata dan kesiapsiagaan untuk peperangan. Cooper di 
dalam pembahasan istilah air power mengajukan suatu batasan baru 
tentang apa yang dimaksud dengan air power,  
 
 
“Air power may be defined as the ability to do something in the air. It 
consist of transporting all sorts of thing by aircraft from one place to 
anothr, and as air coversthe whole world there is no place that is 
immune from influence by aircraft” 
Ada pula ahli-ahli yang mengatakan air power itu meliputi segala 
kemampuan manusia untuk mengangkut barang-barang, senjata, 
pengumpulan potensi dan kekuatan untuk kepentingan peperangan 
dengan memanfaatkan ruang udara ditujukan kepada persiapan perang, 
Air power bukan saja terdiri dari kegiatan penerbangan, akan tetapi juga 
sejumlah kegiatan yang mendukung kegiatan penerbangan, apakah sipil 
maupun militer, komersial, dalam masa kini dan jumlah 
perkembangannya di masa mendatang, di segala bidang, langsung atau 
tidak langsung. Air power di bidang militer, atau yang secara fungsional 
disebut Angkatan Udara banyak ketergantungannya pada persediaan 
pesawat udara yang harus ditunjang oleh suatu industri, apakah industri 
mempunyai sangkut-paut dengan penerbangan atau tidak (horizontal 
maupun vertikal). Dari kemajuan yang telah ada telah menunjukkan 
adanya perubahan dalam cara berfikir, yakni pada tahun 1934, timbul 
suatu pendapat bahwa dasar kuat untuk perkembangan air power pada 
hakekatnya berada pada perkembangan penerbangan komersial. 
Cara dan sistem angkutan udara memberikan dua macam kegunaan 
: pertama, sebagai salah satu cara memperkuat pertahanan / keamanan 
negara di ruang udara. Kedua , sebagai saran pembentukan suatu 
kesatuan ideologis, politis, ekonomis, kultural, budaya, dan pertahanan / 
 
 
keamanan wilayah –wilayah negara.68 Dari kedua kegunaan tadi telah 
disadari bahwa air power dan angkutan udara (militer) tidak sinonim. 
Sebuah angkatan udara itu hanya bagian (dengan tidak mengecilkan 
peranannya sendiri) dari suatu manifestasi dan pengutamaan 
penggunaan kekuatan nasional secara menyeluruh di ruang udara. 
Pengertian yang lebih mengarah terus berkembang bersamaan dengan 
modernisasi dan kemajuan dunia penerbangan. Hal tersebut dibuktikan 
dengan adanya keinginan menerbangkan pesawat- pesawat pembom, 
pemburu, dan tipe pesawat lainnya dalam jumlah yang besar di ruang 
udara, seperti halnya land power dan sea power yang mampu 
mengoperasikan dan memanfaatkan berbagai tipe kapal di lautan, 
danau, dan sungai. 
Sehubungan dengan penerapan Air Defence Identification Zone 
(ADIZ), berikut unsur-unsur kekuatan udara (air power) yang 
berpengaruh  serta menunjang efektifitas ADIZ tersebut:69 
a) Pangkalan 
Pangkalan-pangkalan harus dapat dicapai melalui daratan atau 
lautan karena harus mendapat dukungan logistik secara teratur. 
Pangkalan- pangkalan udara harus terjamin keamanannya terhadap 
serangan lawan, misalnya, dilindungi dengan pesawat buru sergap, 
artileri pertahanan udara, pasukan pertahanan pangkalan dan dilengkapi 
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dengan perlindungan, fasilitas yang tersebar, pertahanan elektronik, 
radio, pengawasan, penyamaran, dan alat pertahanan lainnya yang 
diperlukan untuk mengatasi senjata ofensif lawan. 
b) Komunikasi dan Elektronika 
Industri radio dan elektronika merupakan unsur penting kekuatan 
udara. Sistem komunikasi harus bersifat defensif maupun ofensif dan 
mencakup pengendalian darat ke udara, udara ke udara, dan udara ke 
darat, alat bantu navigasi, radar, alat pencarian, alat pemberitahuan, dan 
alat pengeboman dan lain-lainnya. Sistem tersebut dapat memberikan 
peringatan bahwa pesawat musuh sedang mendekat dan mampu pula 
mengendalikan pesawat buru sergap untuk menyergap pesawat musuh 
dan jika perlu menghancurkannya. Demikia pula dengan rudal yang 
diarahkan ke sasaran, dilaksanakan dengan bantuan alat- alat 
elektronika. 
c) Pasukan Khas Udara 
Pasukan khas udara diperlukan dalam rangka melindungi pangkalan 
udara kita, mendukung operasi udara dari darat (misalnya, 
menghancurkan pesawat musuh di darat), dan melaksanakan operasi 
linud bersama-sama dengan pasukan linud dari angkatan lain 
d) Pesawat 
Jumlah pesawat yang diperlukan, baik pesawat tempur, pesawat 
angkut, pesawat surveillance maupun pesawat helikopter hendaknya 
proporsional dengan sifat dan luas daerah yang dimiliki serta sistem 
 
 
pertahanan yang digunakan  (termasuk jumlah objek vital yang harus 
dipertahankan). 
- Kualitas 
Angkatan udara yang lebih kecil dapat memenangkan keunggulan 
udara terhadap angkatan udara yang lebih besar tetapi 
menggunakan teknologinya lebih rendah. Perlunya memelihara 
kualitas pesawat akan mampu membatasi jumlah yang dapat di 
produksi (atau dibeli). Meskipun demikian prestasi dan kualitas 
harus selalu mendapat priritas yang lebih utama dari pada 
kuantitas pesawat terbang yang dimiliki. 
- Spesialisasi 
Sejarah menunjukkan bahwa semakin banyak pesawat 
bermunculan dengan jenis-jenis khusus. Perkembangan tersebut 
berdampak mempersulit persoalan produksi pesawat, 
pemeliharaan, bahkan latihan, yang pada akhirnya dapat 
membatasi kemampuan angkatan udara. Tampaknyua tidak ada 
tanda-tanda perkembangan spesialisasi tersebut akan menyusut. 
Alasannya barangkali karena pesawat-pesawat militer sangat 
diperlukan bagi tugas-tugas khusus dan tidak ada pesawat dapat 






2. Mekanisme penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) 
ADIZ sebagai zona dimana pesawat udara yang masuk wilayah 
tersebut harus melaporkan rencana penerbangan (flight plan), pada 
dasarnya ADIZ merupakan sarana penunjang sistem pertahanan udara 
nasional. Dalam penerapannya ada beberapa ketentuan yang harus 
dipatuhi serta diperhatikan.  
a) Fligh Information Region (FIR) dan Upper Flight Information Region 
(UIR) 
Pemberian pelayanan bagi penerbangan yang terjadi dalam lapisan 
sampai jarak ketinggian 20.000 kaki itulah yang dimaksud dengan Flight 
Information Region (FIR), sedangkan pemberian pelayanan bagi 
penerbangan yang terjadi dalam lapisan sampai pada jarak ketinggian di 
atas 20.000 kaki termasuk dalam pengertian Upper Flight Information 
Region (UIR).70 
Terhadap penerbangan yang yang melintasi wilayah udara suatu 
negara tertentu, apabila penerbangan itu merupakan scheduled flight 
atau non-scheduled flight, maka pesawat udara tersebut mempunyai 
beberapa kewajiban tertentu antara lain penerbangan tersebut harus 
melalui jalur tertentu yang telah ditetapkan, di samping itu pada posisi 
tertentu harus memberikan laporan di daerah tanggung jawab FIR dan 
UIR mana ia berada. Jadi ada semacam compulsary reporting point. 
Dalam jalur tersebut telah pula di tetapkan jarak ketinggian tertentu. 
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Misalnya pada penerbangan antara Darwin (Australia) dan Singapura, 
ada sebuah jalur yang disebut ‘Oscar Route’ dengan jarak ketinggian 
tertentu yakni antara 20.000 kaki sampai 45.000 kaki. Dengan demikian 
lapisan ini berada dalam UIR. Setiap pesawat udara yang terbang 
melalui jalur tersebut, pada posisi tertentu yang telah ditentukan wajib 
melaporkan posisinya dengan tepat. 
Sebubungan dengan pesawat yang memasuki wilayah ADIZ, wajib 
melaporkan rencana penerbangannya (flight plan) kepada stasiun dalam 
FIR/UIR mana ia berada. Untuk Indonesia sendiri, pembagian FIR dan 
UIR itu menjadi penting, terlebih dengan adanya pesawat yang biasanya 
terbang pada jarak ketinggian di atas 20.000 kaki. Pembagian FIR dan 
UIR untuk Indonesia ditetapkan sebagai berikut. Dengan berpegang 
pada batas jarak ketinggian tertentu tadi, maka terdapat empat FIR 
(sebagai daerah tanggung jawab) daerah tersebut masing-masing 
berada di bawah tanggung jawab Jakarta, Surabaya, Makassar, dan 
Biak. Adapun mengenai UIR, hanya dibagi dalam dua bagian saja, 
masing-masing tanggung jawab Jakarta dan Biak. Pembagian FIR/UIR 
ini juga terdapat di negara-negara lain anggota Konvensi Chicago 1944 
dan semuanya ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama dalam 
suatu pertemuan. 
b) Prosedur Intersepsi (Interception) 
Pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal telah ditandatangani protokol 
yang mengubah Konvensi Chicago 1944 (Convention on Internasional 
 
 
Civil Aviation). Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dalam 
Konvensi Chicago. Kekosongan yang dimaksud adalah ketidakjelasan 
konvensi dalam melindungi pesawat udara sipil yang karena suatu hal 
melanggar wilayah udara suatu negara. Adanya tindakan kekerasan 
senjata oleh negara sering berakibat fatal bagi jiwa penumpang dan 
awak pesawatnya. 
Tragedi penembakan pesawat boeing 747 Korean Airlines tanggal 1 
september 1983 yang menewaskan 269 jiwa di wilayah udara Uni Soviet 
oleh pesawat pemburu negara itu menjadi momentum bagi masyarakat 
internasional untuk segera menciptakan kaidah internasional guna 
mencegah terulangnya tragedi serupa. Dengan demikian, protokol yang 
telah disimpulkan di Montreal tadi merupakan bentuk perkembangan 
yang positif untuk terutama bagi hukum udara yang semakin menjamin 
keselamatan dunia penerbangan sipil. 
Kekaburan Ketentuan 
Konvensi Chicago 1944 sering disebut sebagai contoh keberhasilan 
suatu perjanjian internasional. Dengan anggotanya yang kini berjumlah 
152 negara, termasuk Indonesia, praktis tidak satu negara pun 
mengingkari kaidah yang dirumuskan di dalamnya. Namun, sebagai 
produk pemikiran lebih dari 4 dasawarsa yang lalu, wajar bila semakin 
lama semakin dinilai mengandung kelemahan. Perkembangan dunia 
penerbangan dan lingkungan sosio-politik-ekonomi yang 
mempengaruhinya demikian cepat.  
 
 
Salah satu masalah yang kemudian berkembang adalah 
kecenderungan negara-negara yang menjadi semakin agresif dalam 
menghadapi peristiwa pelanggaran wilayah udara mereka, bahkan oleh 
pesawat udara sipil dalam misi penerbagan internasionalnya yang rutin. 
Terjadilah berbagai tindakan kekrasan senjata terhadap pesawat udara 
sipil yang karena suatu hal tersasar ke dalam wilayah udara negara itu. 
Terdapat kesimpulan bahwa akses penggunaan kekerasan senjata oleh 
negara yang merasa terlanggar adalah akibat dikukuhkannya prinsip 
kedaulatan negara secara utuh dan penuh di dalam Konvensi Chicago 
1944, sementara tidak terpikirkan waktu itu bahwa dalam menegakkan 
kedaulatan dengan sifat demikian, negara bisa mengambil tindakan 
maksimal yang justru membahayakan keselamatan penerbangan sipil 
internasional yang hendak dilindungi oleh perjanjian internasional 
tersebut.71 
Di sinilah dirasakan kekaburan rumusan kaidah internasional yang 
terdapat dalam Konvensi Chicago. Ia tidak memiliki pranata ketentuan 
yang bisa memberi jalan keluar yang aman tatkala terjadi benturan 
kepentingan dalam prinsip-prinsip yang saling bertentangan. 
Pertentangan kepentingan itu misalnya, antara penegakan kedaulatan 
negara secara maksimal dengan kekerasan senjata dibenturkan dengan 
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kepentingan melindungi keselamatan jiwa manusia dalam penerbangan 
sipil. 
Perubahan atas Konvensi Chicago dilakukan dengan memasukkan 
pasal baru, yaitu pasal 3 bis. Pasal baru ini mengandung 4 (empat) 
ketentuan yang pada pokonya seperti diuraikan dibawah ini.72 
Pertama, negara mempunyai kewajiban untuk tidak menggunakan 
senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangannya. Di dalam 
hal melakukan prosedur pencegatan (Interception), negara berkewajiban 
untuk tidak membahayakan jiwa manusia yang berada di dalam pesawat 
serta pesawat yang diintersepsi itu sendiri. 
Kedua, ditetapkan sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak 
memerintahkan pesawat udara sipil yang melakukan pelanggaran 
wilayah udara mendarat di pelabuhan udara yang telah ditentukan. 
Dalam menerapkan wewenangnya, kembali diingatkan agar negara 
memperhatikan ketentuan yang pertama di atas. Selain itu, negaar 
diminta untuk mengumumkan ketentuan-ketentuan yang dibuatnya 
dalam mengatur prosedur intersepsi terhadap pesawat udara sipil. 
Ketiga, setiap pesawat udara sipil harus mematuhi instruksi yang 
diberikan oleh negara yang melakukan intersepsi terhadapnya untuk 
mendukung prinsip ‘pematuhan’ ini, setiap negara dituntut untuk 
memasukkan ke dalam perundang-undangan nasionalnya ketentuan 
bahwa pesawat udara sipil yang terdaftar di negaranya akan mematuhi 
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instruksi negara yang melakukan intersepsi kapan saja pesawat udara 
sipil itu mengalami hal demikian. Juga menuntut agar setiap negara 
menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya ketentuan 
hukuman yang berat bagi para pemilik atau operator pesawat sipil yang 
terdaftar di negaranya, yang melanggar prinsip ‘pematuhan’ dalam 
menghadapi intersepsi negara lain. 
Dan keempat, setiap negara akan mengambil tindakan-tindakan 
agar pesawat udara sipil yang terdaftar di negaranya tidak akan 
dipergunakan untuk maksud yang bertentangan dengan tujuan Konvensi 
Chicago 1944.  
Adapun bentuk penindakan terhadap ancaman dari udara ialah 
sebagai berikut:73 
1) Pelanggaran Wilayah udara (Aerial Intrusion) 
Pesawat udara asing yang yang memasuki wilayah udara nasional 
tanpa izin disebut sebagai pelanggaran wilayah udara. Masuknya 
pesawat udara asing di wilayah udara nasional tanpa izin, ada yang 
disengaja misalnya penerbangan gelap (black flight) untuk maksud-
maksud tertentu dan ada pula yang tidak disengaja misalnya tersesat 
(aircraft in distress).  
Pesawat udara militer dapat mengambil tindakan tertentu terhadap 
pesawat udara asing yang melakukan aerial intrusion. Berat atau 
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ringannya tindakan yang diambil tergantung dari prediksi ancaman yang 
mungkin timbul. Apabila pelanggaran wilayah udara ini dilakukan oleh 
pesawat udara sipil, maka tindakan hukum atau intersepsi harus 
mengacu pada Konvensi Chicago 1944, terutama article 3 bis. Apabila 
pesawat udara tersebut dalam keadaan tersesat, penanganannya 
didasarkan pada Konvensi Chicago 1944 article 25, antara lain berupa 
tindakan reaksi yang dilakukan berdasarkan prosedur operasi yang 
ditetapkan oleh negara tersebut.  
Tahap awal adalah dengan cara “Shadowing” yang merupakan 
upaya untuk identifikasi. Dalam fase ini ada kemungkinan untuk 
menggiring/menghalau pesawat udara musuh (hostile aircraft) untuk 
keluar dari wilayah negara. Alternatif lain dapat dilakukan intersepsi dan 
diperintahkan “force down” untuk kepentingan investigasi dan proses 
hukum. Apabila tahapan-tahapan tersebut tidak dipatuhi oleh pesawat 
asing tersebut bahkan menunjukkan sikap permusuhan (hostile act), 
tahap akhir dapat dilakukan penghancuran dengan persenjataan. 
2) Terhadap Bentuk-Bentuk Ancaman Permusuhan 
Bentuk-bentuk ancaman permusuhan oleh suatu negara terhadap 
negara lain adalah kegiatan yang dapat menjurus pada ancaman bagi 
kedaulatan suatu negara. Ancaman terhadap kedaulatan negara 
tersebut dapat dilakukan oleh pesawat udara asing, baik yang 
melakukan penerbangan di wilayah yurisdiksi suatu negara maupun 
diatas wilayah udara bebas. Kegiatan pesawat udara asing yang yang 
 
 
mengancam kedaulatan suatu negara dapat dikategorikan dalam 2 (dua) 
bentuk yaitu, niat permusuhan (hostile intent) dan tindakan permusuhan 
(hostile act). 
 Kegiatan pihak asing yang dapat dikategorikan sebagai niat 
permusuhan dari wilayah udara adalah sebagai berikut: 
- Pengamatan dan gangguan yang dilakukan di dekat wilayah udara 
suatu negara; 
- Pengamatan objek-objek vital suatu negara baik diwilayah 
teritorial, ZEE, dan landas kontinen; 
- Pembayangan (shadowing) terhadap pesawat militer atau kapal 
perang suatu negara dalam jarak dekat yang tidak memenuhi 
kentuan “Idetification Safety Range” (ISR); 
- Pelanggaran ketentuan lalu lintas udara di kawasan yang menjadi 
tanggung jawab suatu negara; 
- Pelanggaran wilayah udara yang disengaja (black flight). 
Terhadap pesawat udara yang dikategorikan sebagai hostil intent, 
tindakan alternatif yang dapat dilakukan adalah: 
- Melakukan pengamatan (observasi) secara visual dengan 
pesawat udara atau secara elektronik. 
- Melakukan pembayangan (shadowing) apabila pesawat udara 
asing tersebut penerbangannya sudah menyimpang dari jalur yang 
 
 
sudah ditetapkan dan atau selama diatas wilayah yurisdiksi negara 
penerbangannya mencurigakan.  
- Melakukan penghalauan terhadap pesawat udara sipil/militer yang 
memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin, dan atau 
penerbangannya telah menggangu keselamatan objek-objek vital 
negara di bawahnya. 
- Pemaksaan mendarat terhadap pesawat udara sipil/militer yang 
memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin, namun masih 
dalam kategori hostile intent, dalam pengertian pesawat udara 
asing tersebut tidak menggangu objek vital negara, maka pesawat 
tersebut dapat dipaksa mendarat.  kemudian dilakukan investigasi, 
dilanjutkan penyelidikan untuk proses hukum selanjutnya. 
Penembakan atau penghancuran terhadap pesawat itu tidak boleh 
dilakukan apabila belum terbukti secara kuat melanggar kedaulatan 
suatu negara. Alternatif mana yang diambil suatu negara tergantung 
dengan pertimbangan dan prediksi terhadap dampakl negatif yang 
ditimbulkan oleh pesawat asing yang dikategorikan hostile intent 
tersebut. 
Kegiatan pihak asing yang dapat dikategorikan sebagai tindakan 
permusuhan (hostile act) adalah tindakan yang menggunakan kekuatan 
dan atau menggunakan sistem senjata yang nyata-nyata mengancam 
atau melakukan penyerangan langsung terhadap objek-objek yang 
 
 
berada di wilayah negara. tindakan semacam ini tentunya dilakukan 
bukan pesawat udara sipil biasa. Sesuai dengan hak untuk 
mempertahankan diri, dapat dilakukan perlawanan dan penghancuran 
terhadap pihak asing tersebut.  
 
3.    Masalah terkait penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) 
    ADIZ adalah ketentuan yang diterapkan berdasarkan kebiasaan 
internasional,  serta belum ada organisasi internasional yang mengatur 
regulasi penerapannya. Sehingga dalam penerapannya bersifat sangat 
unilateral sesuai kepentingan negara yang memberlakukannya. 
Akibatnya dalam perkembangannya sering di jumpai pengaturan ADIZ 
yang bertentangan dengan ketentuan internasional yang lain 
a) Penerapan ADIZ ‘Overlapping’ terhadap wilayah Alur Laut 
Kepulauan / Archipelagic Sea Lane 
Sebagai negara kelautan (dalam hal ini Indonesia) membawa 
konsekuensi dalam penyediaan Archipelagic Sea Lane Passage atau 
kemudian kita sebut sebagai Alur Laut Kepulauan dan rute penerbangan 
di atasnya, untuk perlintasan kapal laut maupun pesawat terbang asing. 
Hal demikian diatur dalam pasal 53 konvensi PBB tentang Hukum laut 
1982/ UU Nomor 17 Tahun 1985. 
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Alur laut yang 
ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut 
Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini 
 
 
merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat 
dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut 
untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara 
normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan 
internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan 
secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara 
teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan 
bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Semua kapal dan 
pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus 
melalui ALKI.74 
Saat ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 
2002 Tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia mengatur hak dan 
kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak 
lintas alur laut kepulauan :75 
1) Pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut 
Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas 
alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk 
melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak 
terhalang. 
2) Pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan, 
selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh 
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lima) mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu dari 25 (dua puluh lima) 
mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan 
ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh 
berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% (sepuluh per 
seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang 
berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. 
3) Pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut 
Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan 
kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau 
kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain 
apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang 
terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
4) Kapal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu 
melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh 
melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan 
senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi. 
5) Kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, 
pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan 
tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. 
6) Pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut 
Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan 
gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh 
 
 
melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang 
yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.  
7) Pesawat udara asing, tennasuk kapal atau pesawat udara riset atau 
survey hidrografi, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut 
Kepulauan, tidak boleh melakukan kegiatan riset kelautan atau 
survey hidrografi, baik dengan mempergunakan peralatan deteksi 
maupun peralatan pengambil contoh, kecuali telah memperoleh izin 
untuk hal itu. 
8) Pesawat udara sipil asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut 
Kepulauan harus menaati dan menghormati peraturan udara yang 
ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 
mengenai keselamatan penerbangan. 
Berdasarkan penetapan ADIZ yang dilakukan oleh Indonesia, hal ini 
kemudian menimbulkan permasalahan apabila dikaitkan dengan 
adanya penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pengaturan 
berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing 
dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut 
Kepulauan yang telah ditetapkan diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 tahun 2002. ALKI I yang meliputi Selat Sunda dan Selat 
Lombok yang telah diajukan kepada International Maritime Organization 
(IMO) overlapping dengan ADIZ Indonesia yang di sekitar atas udara 
sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan 
sebagian kecil Pulau Sumbawa. Sehingga dalam praktek penerapan 
 
 
ADIZ, Indonesia juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku 
terkait ALKI. 
Sebagai konsekuensinya, kedaulatan ruang udara NKRI yang utuh 
tersebut ternyata masih terdapat perdebatan dan pengecualian bahwa 
di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) diberikan hak lintas bagi 
pesawat udara asing tanpa izin. Ruang udara di atas ALKI, perlu 
mendapat perhatian khusus agar Indonesia tidak dirugikan. Penetapan 
ALKI yang terdiri dari 3 (tiga) alur, sampai kini belum diakui secara de 
jure oleh International Maritime Organization (IMO). Pun demikian 
dengan PP no. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan 
Pesawat Udara Asing Dalam Melaksankan Hak Lintas Alur Laut 
Kepulauan di alur laut kepulauan yang telah ditetapkan. Belum 
diterimanya penetapan ALKI oleh IMO ini, menyebabkan beberapa 
negara pengguna ALKI berpotensi untuk memanfaatkan celah hukum 
yang ada pada Pasal 53 (12) UNCLOS 1982 yaitu menggunaan alur laut 
dan rute penerbangan di atasnya yang biasa digunakan untuk navigasi 
internasional yang sifatnya sama dengan alur bebas yaitu tanpa izin dari 
negara pemilik kedaulatan.  
Berdasarkan uraian di atas, terhadap negara-negara yang memiliki 
Alur Laut Kepulauan seperti Indonesia, harus mendapat pengakuan dan 
kejelasan hukum dari Organisasi Internasional dalam hal ini 
International Maritime Organization (IMO). Serta perlu adanya kejelasan 
 
 
peran dan fungsi dengan diterapkannya ADIZ  diatas kawasan tersebut 
sehingga di satu sisi negara memenuhi tuntutan internasional dengan 
disediakannya Alur Laut Kepulauan, dan di sisi lain negara tetap dapat 
menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah udaranya dengan 
menerapakan ADIZ di kawasan yang sama. 
b) Penerapan ADIZ terhadap wilayah yang masih berstatus sengketa 
Pada tanggal 23 November 2013, pemerintah Cina mengumumkan 
pendirian Air Defense Idetification Zone (ADIZ) sekaligus merilis peta 
dan letak koordinat yang mengharuskan semua pesawat untuk 
melaporkan rencana penerbangan, menggunakan radio dua arah dan 
menggunakan logo kebangsaan sebagai tanda pesawat tersebut. 
Wilayah yang termasuk dalam ADIZ Cina ini adalah gugusan pulau yang 
menjadi sengketa antara Cina dan Jepang yang disebut sebagai Diaoyu 
oleh Cina dan Senkaku oleh Jepang. 
Kepulauan Senkaku76 merupakan gugusan pulau yang tidak 
berpenghuni yang terdiri atas 5 pulau dan 3 karang besar. Saat ini, 
Kepulauan Senkaku berada di bawah administrasi Jepang sehingga 
secara de facto menjadi milik Jepang, tetapi juga diklaim oleh Cina 
sebagai bagian dari Kecamatan Toucheng, Kabupaten Yilan, Taiwan. 
Kepulauan ini terletak sekitar 120 mil laut sebelah timur laut Taiwan, 200 
                                                          
76 Senkaku merupakan nama yang diberikan oleh Jepang, sedangkan Cina menamai 
kepulauan tersebut dengan sebutan Diaoyu. Dalam hal ini penulis tidak bermaksud untuk 
memihak salah satu negara, tetapi selanjutnya penulis akan menggunakan nama Senkaku 
untuk kepulauan tersebut.   
 
 
mil laut di sebelah barat daya Okinawa dan 200 mil laut sebelah timur 
dari pantai terdekat Cina daratan. 
Sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina mulai 
mendapat perhatian internasional pada tahun 1972. Saat itu, United 
Nation Economic Commission for Asia and Far East (UNECAFE) 
mempublikasikan hasil survei yang dilakukan pada tahun 1969, yang 
menyatakan bahwa di sekitar perairan Senkaku terdapat cadangan 
minyak dan gas alam yang cukup besar. Sejak saat itu, Cina dan Jepang 
melakukan berbagai upaya untuk menanamkan klaimnya di wilayah 
kepulauan tersebut. Pada 16 Januari 2012, Jepang mengumumkan 
bahwa pemerintahnya akan menamai 39 pulau yang belum bernama dan 
pulau-pulau kecil tidak berpenghuni yang diklaim Jepang di Laut Cina 
Timur, termasuk di Senkaku. Proses penamaan pulau-pulau ini selesai 
pada Maret 2012. Kemudian pada September 2012, pemerintah Jepang 
membeli 3 dari 5 pulau Senkaku dari pemilik pribadi senilai 2,05 miliar 
Yen atau senilai 26 Juta US Dolar.77  
Air Defense Identification Zone (ADIZ) yang didirikan oleh Cina 
tumpang tindih dengan ADIZ Jepang di wilayah Kepulauan Senkaku, dan 
meliputi Karang Ieodo yang merupakan wilayah sengketa antara Cina 
dan Korea Selatan. Selain tumpang tindih dengan ADIZ Jepang, ADIZ 
Cina di wilayah Laut Cina Timur ini juga memiliki beberapa ketentuan 
                                                          
77 Japan to buy Senkaku-Diaoyu Islands in dispute with China, 5 September 2012 tersedia 
dalam theaustralian.com.au, diakses tanggal 20 Maret 2015.   
 
 
yang berbeda dengan ADIZ lainnya yang pernah didirikan oleh negara-
negara lain. 
Kebijakan Cina mendirikan ADIZ di wilayah Laut Cina Timur secara 
sepihak menuai kontroversi dan mendapatkan protes dari berbagai 
negara, tidak hanya negara-negara di kawasan Asia Timur, tetapi juga 
negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dan Amerika Serikat.  
Analisis Kasus: 
Sebagaimana diketahui walaupun tidak ada regulasi secara tertulis 
yang mengatur mengenai ADIZ dan tata cara penerapannya, namun 
terdapat kaidah dan kebiasaan yang diatur dalam ketentuan hukum 
internasional. Indikator yang dapat dilihat untuk menilai apakah ADIZ 
yang diterapkan oleh Cina dibenarkan dalam ketentuan hukum 
internasional ialah mengacu pada teori-teori pembenaran ADIZ seperti 
yang telah dipaparkan sebelumnya. 
1. Status Hukum Wilayah 
Salah satu unsur terpenting dari penerapan ADIZ ialah wilayah. 
Dalam hal ini ialah wilayah yang secara de facto dan de jure dimiliki oleh 
suatu negara. Sehingga penerapan ADIZ terhadap wilayah sengketa 
tidak dibenarkan dalam ketentuan hukum internasional. Dalam kasus ini 
Kepulauan Senkaku berada di bawah administrasi Jepang sehingga 
secara de facto menjadi milik Jepang. Kedua negara mengklaim 
kepemilikan Pulau Senkaku dengan bukti masing-masing sehingga 
 
 
sebelum menerapkan ADIZ, permasalahan wilayah harus diselesaikan 
terlebih dahulu. 
2. Berdasarkan asas bela diri (self defence) 
Perlu diketahui bahwa ADIZ merupakan bentuk upaya preventif / 
pencegahan terhadap ancaman dari luar. Upaya Cina yang memperluas 
cakupan ADIZ-nya hingga bersinggungan dengan ADIZ Jepang patut di 
pertanyakan. Apalagi selama ini tidak ada masalah yang dianggap 
membahayakan Cina sehingga diperlukan perluasan cakupan wilayah 
ADIZ. Salah satu Faktor lain yakni adanya publikasi hasil survei oleh 
United Nation Economic Commission for Asia and Far East (UNECAFE), 
yang menyatakan bahwa di sekitar perairan Senkaku terdapat cadangan 
minyak dan gas alam yang cukup besar. Sejak saat itu, Cina dan Jepang 
melakukan berbagai upaya untuk menanamkan klaimnya di wilayah 
kepulauan tersebut. Dalam kasus ini, penerapan ADIZ sebagai bentuk 
legitimasi kepemilikan wilayah tidak sesuai dengan ketentuan 
internasional. 










Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. ADIZ sebagai zona pertahanan udara memiliki bebrapa landasran teori 
sebagai dasar hukumnya. Pertama, Teori Penguasan Cooper (Cooper’s 
control theory) di mana Cooper telah mengajukan pendiriannya bahwa 
kedaulatan negara itu ditentukan oleh kemampuan negara-negara yang 
bersangkutan untuk menguasai ruang yang ada di atas wilayahnya. 
Kedua, Teori ADIZ, Peter A Dutton seorang Profesor di U.S Naval War 
College dalam tulisan yang berjudul Caelum Liberam: Air Defense 
Identification Zones Outside menyatakan bahwa ADIZ sebagai wilayah 
untuk melakukan identifikasi sebelum pesawat terbang asing memasuki 
wilayah udara kedaulatan, dimulai dari luar wilayah kedaulatan udara 
suatu negara hingga memasuki wilayah kedaulatan udaranya. Ketiga, 
Asas bela diri (self defence), berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 
Piagam PBB yaitu hak negara untuk menggunakan senjata untuk 
mempertahankan diri dari kekuatan dari luar (negara lain) di dasarkan 
kepada hukum kebiasaan internasional (customary international law).  
2. Dalam penerapan ADIZ, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi 
serta diperhatikan. Seperti ketentuan mengenai Flight Information 
 
 
Region (FIR) dan Upper Flight Information Region (UIR) di mana 
Pemberian pelayanan bagi penerbangan yang terjadi dalam lapisan 
sampai jarak ketinggian 20.000 kaki itulah yang dimaksud dengan Flight 
Information Region (FIR), sedangkan pemberian pelayanan bagi 
penerbangan yang terjadi dalam lapisan sampai pada jarak ketinggian di 
atas 20.000 kaki termasuk dalam pengertian Upper Flight Information 
Region (UIR). Ketentuan lain yang harus di perhatikan adalah prosedur 
intersepsi / penyergapan. Setiap negara dalam mengambil tindakan 
wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 bis 
Konvensi Chicago 1944, dimana setiap negara tidak diperkenankan 
menggunakan tindakan agresif yang dapat membahayakan keselamatan 
penerbangan sipil internasional.  
 
B. SARAN 
Setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang masalah 
seputar ADIZ, penulis ingin memberikan beberapa saran terhadap 
masalah tersebut sebagai berikut: 
1. Sebagai suatu zona pertahanan wilayah, ADIZ sangat erat kaitannya 
dengan kedaulatan dan wilayah (teritorial). Sehingga perlu adanya suatu 
organisasi/lembaga internasional seperti ICAO untuk pesawat sipil yang 
khusus mengatur setiap hal mengenai ADIZ. Berbagai masalah timbul 
seperti kasus ADIZ Cina yang bersinggungan dengan wilayah Jepang, 
ADIZ yang tumpang tindih dengan alur laut kepulauan maupun luas ADIZ 
 
 
yang jauh melampaui batas teritorial. Sehingga kehadiran lembaga yang 
khusus mengatur ketentuan dan batasan yang jelas mengenai ADIZ 
sangat diperlukan untuk memberikan keadilan bagi setiap negara, sebab 
sebagaimana diketahui setiap negara memiliki kekuatan udara (air 
power) yang berbeda-beda. 
2. Selain bergantung pada kekuatan militer, untuk efektifitas ADIZ juga 
diperlukan sinergi dengan ATC bandara. Sehingga ada respon yang 
cepat terhadap ancaman dari luar. Hal ini bermanfaat untuk beberapa 
negara yang memiliki kekuatan udara yang belum memadai.  Di 
beberapa negara seperti Amerika Serikat yang lebar ADIZ-nya jauh 
melampaui batas teritorialnya, sehingga punya cukup waktu merespon 
ancaman, namun berbeda halnya dengan Indonesia dimana ADIZ-nya 
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